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ABSTRAK

Anak adalah tumpuan harapan masa depan barggsoleh karena itu diperlukan
perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik
mental dan rohaninya. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak merupakan
bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan
penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikakondisi yang harus diterima
oleh anak. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan
mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang
harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak
anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan Jebih buruk jika
mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Permasalahan yang dihadapi anak
yang berkonflik dengan hukum bisa terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra
adjudikasi, adjudikasi dan pascadjudikasi, pengkajian hukum ni lebih fokus pada
tahap pascaajudikasi. Sesuai amanatUndang-Undang Nomor 11»Tahun 2012
tentang Sstem Peradilan Pidana Anak Anak yang dijatuhi pidana penjara
ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khus Anak (LPKA). Di LPKA Anak
mendapatkan pembinaan khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan secara
layak. Tujuan pengkajian ini adalah mendapatkarkkonsep.yang ideal terkaitModel
Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sstem Pemasyarakatan
Untuk itu pengkajian hukum iniakan mengkaji pada3,(tiga) hal penting. Pertama,
untuk mengetahui pembinaan bagiAnak yang selama ini telah dilaksanakan dan
apa kendalakendalanya Kedua untuk mengetahui perbandingan beberapa negara
yang telah menerapkan model pembinaaanak berbasislayanan pendidikan layak
anak Ketiga,untuk mendapakan konsep.yang ideal terkaitmodel pembinaan anak
berbasis pendidikan layak anak, dalam sistem pemasyarakatarPengkajian ini
adalah pengkajiam shukum» normatif dengan metode pendekatan peraturan
perundang-undangan dan perbandingan hukum, dengan metode analitis dengan
interpretasi. Dari hasih, pengkajian menunjukkan bahwa Ditjen PAS sudah
menjalankan pembinaan “khususnya pendidikan bagi Anakmeskipun dalam
pelaksanaannya mengalami berbagai kendalaDalam ramgka mencari model
alternatif pembinaan /berbasis pendidikan layak anak, Tim Pokja melakukan
perbandingan dengan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan
anak “berbasis layanan pendidikan layak anak dengan baik. Beberapa negara
diantaranya addah Malaysia, Thailand, Phillipina dan JepangDari hasil kajian Tim
merekomendasikanModel Pembinaan Perorangan Tidak Murni (Un-Absolute
Individual Treatment) yang memperhatikan aspek hukum,social, budaya,
ekonomi dan psikologi si Anak Padakasuskasus tettentu pembinaan terhadap
Anak dilakukan secara perorangan, misalnya pada tahagssessmentsementara
untuk pembinaan anakdalam mendapatkan pendidikan bisa dilakukanmelalui
pendekatan kelompok dengan tetap memperhatikan kondisi si Anak.

ABSTRACT



Children are the foundation for the future of the nation therefore special
treatment is requiredfor themto grow and develop naturallyin terms ofphysical,
mental and spiritual . Increasedchild delinquencyor crimeis athreat the future of
a nation. Handling and settlementof Child delinquencyor crime can bedone by
taking into account the conditions that must be received bythe Child. By
committing a crime the Child will get the punishment forcriminal acts. But it
must beborne in mindthat imprisonmentis not the best solutiorfor children in
conflict with the law, becausethe effectwould be even wors# they arenurtured
in a troubled neighborhood Problems faced bghildren in conflictwith the law
can occur in three stages namely the pre-adjudication, adjudication and post
adjudication, this legal researchis focusing on the postadjudication stage As
stipulated by theLaw Number 11 of 2012on Child Criminal Justice System (UU
SPPA). As mandated by UU SPPA, a seifdencedvith imprisonment are placed
in Child Developmentinstitute (LPKA).In LPKA children will receivedevelopment
in particular, proper education The purposeof this study is to, obtain an ideal
concepton Child-Friendly EducationBased Model for Child Developmemt the
Correctional System Therefore, this research will examine‘the three (3
important things. First, to get information on sthe “developmenprogram for
Childrenthat have beenmplementedalong with its constraints Secondlyto have
comparisonwith severalcountriesthat havealready.implementedchild-friendly
education servicebasedmodel for child development Third, to obtain the ideal
concept ofchild-friendly education servicebasedmaedel forchild developmentin
the correctional system This researchis a research ohormative law with the
approachmethod oflegislation and comparative daw; and the analytical method
with interpretation. The resultS indicates that ‘Directorate General of Corections
of Republic Indonesiahas,' been running development program especially
education for Children although facing some difficultiesn practice. In order to
search foran alternative child-friendly education servicebasedmodel for child
development Working Group, Team conduca comparisonwith somecountries
that have implementedchild-friendly education servicebased model for child
developmentsuchas MalaysiaThailand, the Philippinesand Japan Based on the
results the‘team then recommendsan Un-Absolute Individual Treatment that
takes into accounthe legalaspectssocial cultural, economicand psychological
of, a Child.\In certain cases thedevelopmentprograms for the Children are
conductedindividually, e.g.in the assessmenphase while in Child development
program in/education it can bedonethrough a group approachwith regard to
eachcondition of theChild
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A. Latar Belakang

Anak adalah tunpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat,
keluarga, dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan
khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan
rohaninya.l Anak sebagai bagian dari generasi mudaerupakan salah satu sumber
daya manusia yang potensial sebagai penerus citita perjuangan bangsa di masa
yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangkadmenjamin pertumbhan
dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbahg:

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telahiadur ssecara tegas
dalam konstitusi UndangUndang Dasar 1945.pasal 28B Ayat(2) yang
i ATUAAOOEAT AAExA O3AQ0EAD | Al AEtumbdn@anA E A (
AAOEAT AAT ¢ OAOOA ARAQEAE WAOAO bDPAOI ET AOIT ¢,
Peran strategis anak sebagai penerus cHgta perjuangan bangsa telah disadari
oleh masyarakat internasional untuk kemudian’ melahirkan sebuah konvensi yang
intinya menekankan posisi anak sebagai “makhluk manusia yang harus
mendapatkan perlindungan atas hafhak yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan
mandat dari Conyention on, the  Rights of the Child ataionvensi Hak Anak
selanjutnya di sebut KHA dalam Pasal 2 Ayat () mana dikatakan bahwa setiap
anak berhak hidap sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan
anak wajib dijfamin oleh sebuah negaralndonesia telah meratifikasi KHA ini
melalui /Keputusan , Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convemion on! the Rights of the ChildKonvensi tentang HakHak Anak)3
Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah telah

menerbitkan beberapa peraturan perundangundangan untuk perlindungan anak,

! Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, him. 98

? Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan HalBagaginak yang Berhadapan Dengan
Hukum, URL: http: KeadilaRestoratifDanPemenuharHakAsasiBagiAnakYangBerhadapan
DenganHukum.comhim. 1, di akses pada tanggal 4 Maret 2014.

® Sebagaid a (0 I (i SIndbdledielingempunyai kewajiban untuk mengharmoriigésnvensi Hak Anak
dalam hukum nasional, melaksanakan program aksi, membentuk institusi HAM Anak dan membuat
laporan nasional tiap tahun.



diantaranya adalah UndangJndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (UU Pengadilan Anak), Undargndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (UU HAM), Undargndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undangndang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Petindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan
Korban), UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Unddgdang Nomor 44, Tahun 2008
tentang Pornografi (UU Pornografi), Pembangunan Nasional bagnak Indonesia
Tahun 20052015. UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
sudah tidak berlaku lagi diganti dengan Undang/ndang Nomeor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut® WU SPPA) yang
disahkan pada tanggl 3 Juli 2012 dan berlaku 2 (du@)tahunssejak diundangkan
yaitu Tahun 2014. Peraturan perundangundangan tersebut dapat dijadikan dasar
pelaksanaan perlindungan anak, terutama«bagi anak”yang berhadapan dengan
hukum.

Secara konseptual anak yang berhadapadengan hukum (children in
conflict with the law) menurut JU\SPPA»adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana. Sementara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya tindak pidana yang terjadi di
kalangan anak \disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif
perkembangan, yang, cepat arus gladisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu’ pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian
orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadapilai dan
perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan,
pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan
masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan

perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalamatau kejahatan anak bukanlah



gangguan keamanan dan ketertiban semata, tatapi merupakan bahaya yang
mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian
dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.
Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan
hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat
bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi ananak yang
berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhya akan lebih buruk jika‘mereka dibina
dalam lingkungan bermasalah. Dalam sebuah stdditercatat lebih dar-85 % kasus
yang diterima kepolisian diteruskan pada kejaksaan dam sekitar 80 % diputus
masuk penjara oleh pengadilan di mana 61,09 % di antaranyavanis hukuman
penjara lebih dari 1(satu) tahun. Sementara sisanya adalah putusan penjara lebih
dari 3(tiga) bulan sampai dengan 1(satu) tahun sebanyak 30;54 %; Anak Negara
sebesar 3,3%; penjara di bawah 3(tiga) bulan sebesar 2,32 %; Pidana Kurungan
2,27 %, dan penetapan Anak Sipil sebanyak, 0,46 %. Terdapat kecenderungan
hukuman semakin panjang diberikan pada anakskarena berdasarkan data BPS
1995-1997, hukuman penjara paling banyakridiberikan pada anak untuk masa
hukuman diatas 1(satu) tahum®*Hasil risét lannya, Pada bulan Januari 2011
terdapat 50.400 (lima puluh ribu,empat ratus) tahanan, terdiri dari 45.613 (empat
puluh lima ribu enam ratus tiga belas) tahanan dewasa lakkaki, 2.816 (dua ribu
delapan ratus enam belas) tahanan perempuan, 1.876 (seribu delan ratus tujuh
puluh enam) tahanan,anaklakiaki dan 95 (sembilan puluh lima) tahanan anak
perempuan. Sementara jumlah total narapidana adalah 76.913 (tujuh puluh enam
ribu 'sembilan,ratus, tiga belas), terdiri dari 70.190 (tujuh puluh ribu seratus
sembilan, puluh) narapidana lakilaki dewasa, 3.243 (tiga ribu dua ratus empat
puluh tiga) ‘narapidana perempuan dewasa, 3.235 (tiga ribu dua ratus tiga puluh
lima) anak laki-laki dan 245 (dua ratus empat puluh lima) anak perempuan yang

dipenjarakan. Angka tersebti menunjukkan masih dominannya sistem

4 UNICEF, Universitas Indonesidnalisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indgnesia
Jakarta, Tahun 2007

®Dalam UndangJndang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi di kenal istilah Anak Negara dan Anak
Sipil.



pemenjaraan dipakai sebagai jalan keluar bagi masalah anak yang berhadapan
dengan hukum. Sistem peradilan yang masih menyebabkan banyak anak berakhir
dalam penahanan dan pemenjaraan meskipun untuk perbuatan yang telgag
ringan ini juga masih menyebabkan kebanyakan anak terpaksa menjalani masa
hukuman dalam penjara untuk waktu yang lam&.

Permasalahan yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum bisa
terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap preadjudikasi, adjudikasi, can pasca
adjudikasi. Pada tahap preadjudiksi, masalah yang dihadapi antara ain,minimnya
upaya diversi pada tahap awal proses peradilan pidafa tidak adanya ‘rutan
khusus anak yang mengakibatkan percampuran antara tahanan anak dan tahanan
dewasa, belum érpenuhinya hakhak dasar anak seperti kualitas makanan,
pendidikan, standar kesehatan, sanitasi dan sebagainya. Pada tahap adjudikasi,
masalah yang dihadapi antara lain anak dengan kasus ringan maupun berat tetap
di proses sampai ke pengadilan, minimnyaygusan nen‘penjara. Pada tahap pasea
adjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain terjadi di beberapa daerah, jumlah
dan kondisi penjara khusus anak belum memadais bahkan seringkali anakak
disatukan dengan narapidana’ dewasa;’ sehingga menimbulkan keramian
terhadap pelanggaran hak* sebagal "anak didik dan sebagai anak, belum
terpenuhinya dengan batk hakhakranak didik pemasyarakatan seperti kualitas
makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, kunjungan dan lainnya.
Hal ini tentu sangat, mempihatinkan mengingat anakanak adalah generasi
penerus bangsa,yang diharapkan kelak akan menjadi pemimpin negeri ini. Oleh

sebab itu perlindungan hukum terhadap analanak yang berkonflik dengan hukum

® pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA UlTdanAsia FoundatignMekanisme Pembinaan,
Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak di ésitonStudi Terbatas Terhadap Anak Dalam Sistem
Pemasyarakatan, FISIP Ul, Jakarta, Tahun 2012, hli3. 11

7Dengan berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan bahwa setiap perkara pidana
anak wajib diupayakan diversi sebagaimana diaturrddfasal 5 Ayat (3) baik pada tingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, untuk diancam dengan pidana penjara
di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 Ayatjldan (2).Tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 yaitu (a)Mencapai perdamaian antara korban
dan anak, (b)Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (3)Menghindarkan anak dari
perampasan kemerdekaan, (d)Mendorong masyarakat untuk berpartisipas{eJdenanamkan rasa
tanggung jawab kepada anak.



harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen banggarutama pemerintah
untuk memberikan perlindungan kepada anakanak tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani
masalah hukum dan peradilan anak antara lain:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender)
janganah dipandang sebagai seorang penjahafcriminal), tetapi harus
dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih
sayang.

2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya® lebih { mengutamakan
pendekatan persuasiedukatif dan pendekatan kejiwaan(psikologis) yang
berarti sejaun mungkin menghindari proses hukum yang”sematemata
bersifat menghukum, yang bersifat degradasi, mental dan penurunan
semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang
dapat menghambat proses perkembangan,eknatangan dan kemandirian
anak dalam arti yang wajag
Beberapa peraturan perundangundangan yang masih memikirkan masa

depan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya Undasgndang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)U U
Perlindungan Anak dan/JU\SPPA."Hal ini sejalan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD

. ACAOA 2ABOAT'EE )T ATTAOGEA 4AEOQI PWTU
mengembangkan diri melalti pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat darilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi"meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat

i ATOOEA806 +AT OAEAT -pefathirhnA PBB HufaD Aiadd Oremgenai
perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya, di mana dijelaskan bahwa

remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh:

® Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, him. 115.



(@) Pendidikan, (b) Latihan keterampilan dan latihan kerja, (c) Rekreasi, (d)
Memeluk agama, (e) Mendapatkan perawatan kesehatan, (f) Pemberitahuan
tentang kesehatan, (g) Berhubungan dengan masyarakags?

UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam
Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa:

O0AT AGUAOAEAOAT AAAIT AE EACEAOAT O1 00

binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

pembinaan yang merupakanbagian akhir dari sistem pemidanaan dalam

OAOA DPAOAAEI AT DEAAT A8d

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan
adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke
masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukapembinaan itu diperlukan suatu
sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. ‘Batasan tentang sistem
pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenalsarah dan batas serta cara
pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasiyang dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina dan _imasyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki
diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, .dapat “aktif ‘berperan dam pembangunan dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam sistem
tersebut, pihak-pihak, yang, berhubungan bukan hanya antara pembina dengan
yang dibina, /melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini
dilaksanakan, secara“terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orargyang

yang dibinall

9Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009, H3.. 57

' Menurut Padmowahyono dalam buiig | & y 3 0 S-BahaizfPddbmari Pehgidyafan dan

t SyaryYlrflry tFyOFaatl £z | 124 Imbddgatakan bitoia Pavicakila yabgrdigali m gy 1
dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa,Indones
jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai
perjanjian luhur rakyat Indonesia.

" Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 201%, him. 153
154.



Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan pada
suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembina antara lain (a)
Asas Pengayoman, (b) Asas Psmmaan perlakuan dan pelayanan, (c) Asas
Pendidikan, (d) Asas Pembimbingan, (e) Asas penghormatan harkat dan martabat,
(N Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satsatunya penderitaan, (g) Asas
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga darorang-orang
tertentu.12 Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan berupaya
melakukan perubahan kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan
pembimbingan serta perlindungan terhadap hakhak narapidana.

Narapidana orang dewasa dibedakan denganamapidana anak. Khusus
untuk anak yang berkonflik dengan hukum di sebut anak didik pemasyarakatan.
Hal ini dilakukan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasakan
menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi
anak13 Daam konteks anak didik pemasyarakatan, perlindungan dan pemenuhan
hak anak melalui perlakuan khusus| \diperlukan dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak, di mana anak adalah subyek dengan kebutuhan
khusus dan berhak atas masasdepan. Salah ‘satu hakak yang harus dipenuhi
adalah hak untuk memperoleh pendidikan.

Terkait dengan hak pendidikan dalam UU SPPA, Pasal 82 Ayat (1) butir e
mengatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah kewajiban
mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah
atau badan /swasta. Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan » anak; menyatakan bahwa LAPAS Anak merupakan tempat
pendidikan anak bukan penghukuman anak. Selanjutnya dalam Pasal 84 mengatur
bahwa Anak yangdi tahan ditempatkan di LPAS. Anak ini masih dalam proses
adjudikasi. Pada tahap ini anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan,
pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan dan wajib

diselenggarakan oleh LPAS dengan pengawasan BAPAS.

2uu Pemasyrakatan, Pasal 2
¥ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jembatan, Jakarta, 2000, him. 115.



Sementaa Pasal 85 mengatur ketentuan tentang anak yang dijatuhi pidana
(tahap pasca adjudikasi). Berbeda dengan UU Pengadilan anak, di mana anak yang
dipidana ditempatkan di LAPAS Anak, dalam UU SPPA ini anak yang dijatuhi
pidana penjara ditempatkan di Lembaga &nbinaan Khusus Anak (LPKA). Pada
tahap ini anak juga mendapat hak yang sama dengan tahap adjudikasi. Jangka
waktu pemidanaan di LPKA ada batasnya, yaitu jika anak belum selesai menjalani
pidana di LPKA namun telah mencapai umur 18 (delapan, belas) tahun
dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dan jika telah-mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana anak dipindahkan
ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan “kesihambungan
pembinaan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatasgmBadanPembinaan Hukum
Nasional (BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian
hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Layanan Pendidikan Layak Anak
Dalam Sistem Pemasyarakatan. Model pendidikansseperti apa yasgsuai dengan
kebutuhan anak, bagaimana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan selama ini, apa saja faktor penunjang dan penghambat
dalam pelaksanaannya, dan/agaimana perbandingan beberapa negara yang telah
mempunyai dan melaksanakan konsep model pembinaan anak berbasis layanan
pendidikan layak anak'ini karena upaya perlindungan terhadap anak telah menjadi
perhatian duniadpada umumnya dan khususnya beberapa negara yang akan
dijadikan rujukan,bagi Tim Pokja Pengkajian Hukoen BPHN. Beberapa negara yang
dikajiterkait pola pembinaan Anak adalah Belanda, Jepang, Malaysia, Thailand dan
Philipinas Dasar pemilihan negaranegara tersebut karena pola pembinaan anak di
negaranegara tersebut lebih maju, sangat terperinci dan sejak al menerapkan
pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak berhadapan

dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak

B. Identifikasi Masalah



Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan permasalahan hukum
sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang selama
ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan dan apa kendala
kendalanya?

2. Bagaimana perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan model
pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak ak?

3. Bagaimana perspektif kedepan konsep alternatif Model pembinaan anak

berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian

Pengkajian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dari para
teoritisi dan praktisi berkaitan dengan berbagal permasalahan hukunfissues)
guna dijadikan bahan awal dalam mendukung™pembentukan peraturan

perundang-undangan dan pengembangan hukum.

Tujuan kegiatan pengkajian-hukum@dalah:
1. Untuk mengetahui pembinaan bagi anak yang berhadapan dgem hukum
yang selama ini telah dilaksanakan dan apa kendakendalanya

2. Untuk mengetahui perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan
model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak
3. Untuk mendapatkan konsep yang ideal terkait Model pembaan anak

berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan
Kegunaan Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat/guna dan
kontribusi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu
hukum, khususnyahukum pidana anak yang menyangkut model pembinaan
anak berbasis layanan pendidikan layak anak dalam sistem
pemasyarakatan

2. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan dalam penyusunan pedoman

bagi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jenderal



Pemasyarakatan (Ditien PAS) untuk mengambil kebijakan dalam
merumuskan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU
SPPA.

D. Kerangka Konseptual
Dalam pendajian ini defisini konseptual yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Anak, yang di maksudinak dalam pengkajian ini adalah sebagaimana diatur
dalam UU SPPA, dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didag
melakukan tindak pidana.

2. Pembinaan Anak, yang di maksud dengan pembinaan anak adalah
serangkaian usaha yang di sengaja.dan terarah” agar anak Indonesia sejak
lahir dapat berkembang menjadi ‘orang dewasa yang mampu dan mau
berkarya untuk mencapai dan memehara tujgan pembangunan nasional.
Sebagaimana dijelaskan oleh,Emeliana Krisnawati terkait pembinaan yaitu:
O0AT AET AAT AT AE AAIl AI AOOCE 1 0AO0 1Al
kesempatan; bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi
orang dewasalndonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu
AAT OT 10l ATUA AAOAO AAI E OAORADPAET UA

3. Pendidikan, yang di maksud dengan pendidikan dalam pengkajian ini
adalah sebagaimana diatur dalam Undargndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem,Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelanjaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendadin diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

“ Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, Tahun 2005, him. 12.



4.

Sistem Pemasyarakatan, yang dimaksud sistem pemasyarakatan dalam
pengkajian ini adalah sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan
adalah Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar mengari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.

E. Metode Pengkajian

Pengkajian ini adalah pengkajian hukumssnermatif, dengan metode

pendekatan peraturan perundangundangan dan perbandingan hukum, dengan

metode analitis dengan interpretasi. Peraturan prundangindangan yang dikaji

meliputi:

UuD 1945

UuU SPPA

UU Perlindungan Anak

UU Pemasyarakatan

UU Sisdiknas

KonvensiiHak Anak

Beijing'Rules

Peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembinaan anak yang

berlaku di negaranegara Malaysia, Thailandrilipina, Belanda dan Jepang.

F. Jadwal Kegiatan Pengkajian

Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Layanan

Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHND.LT.02.01

Tahun 2014 dilaksanakan selama 9(sembilan) bulan mulai tangdg1 Maret 2014



sampai dengan 30 Nopember 2014. Urutan kegiatan kerja tim Pengkajian hukum

ini adalah sebagai berikut:

1. Maret 2014 . Persiapan penyusunan proposal

2. April 2014 . Focus Group Discussion (FGD)

3. Meiz Oktober 2014 : Rapat z Rapat Tm Pokja dan Penyusunar
Laporan

4. Nopember 2014 : Penyusunan Laporan Akhir

G. Personalia Tim Pengkajian
Adapun susunan keanggotaan Tim Pokja Pengkajian Hukum ini adalah

sebagai berikut:

Ketua : Dr. Nurini Aprilianda, S:H:y"M.H.
Sekretaris : Nunuk FebriananingsibpS.H., M.H.
Anggota : 1. Rosmi Darmi, 'S.H., M.H.

2. Dra.Diana‘Yusyanti, M.H.
3. Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H.
4. Nevey Farida, S.H., M.H.
5.Putri Amanda, S.H., M.H.
6. Aris Merdeka Sirait
7. Titi Sudaryatmi, Bc. IPS.H.
Staf Sekretariat : Vonny Dwi Sofhianthy, S.H.

H. Sistematika Pengkajian
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. ldentifikasi Masalah
C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian

D. Metode Pengkajian



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB YV

E. Jadwal pelaksanaan pengkajian

F. Susunan personalia Tim Pengkajian

G. Sistemaika Pengkajian

TINJAUAN UMUM

A. Teori Tujuan Pemidanaan

B. Perlindungan Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan
C. Model-Model Pembinaan Anak

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemmaan ¢/Anak Di Lembaga
Pendidikan Khusus Anak (LPKA)
B. Gambaran Umum Anak Yang Ditempatkan di LPKA dan Lapas
Dewasa
C. Program-Program Pembinaan‘Berbasiskan Pendidikan
MODEL PEMBINAAN'ANAK(DALAM SISTEM
PEMASYARAKATANDI BEBERAPA NEGARA
A. Malaysia
B. Filipina
C. /Fhailand
D. Jepang
KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK DAN PERSPEKTIF
KEDEPAN MODEL PEMBINAAN ANAK BERBASIS LAYANAN
PENDIDIKAN LAYAK ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
DI INDONESIA
A. Kajian dari berbagai Aspek
1. Aspek Hukum
2. Aspek Psikologi
3. Aspek Ekonomi



4. Aspek Sosial Budaya
B. Kajian Tim terkait Alternatif Model Pembinaan AnakBerbasis
Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Kedepan
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada
orang yang melakukan perbuatan yang “dilarang (tindak pidandp. Pidana
merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan
sengaja ditimpakan negara pada pembuat deliklan dirumuskan pula dalam
hukum.16

Stelselsanksi“dalam Kitab/UndangJndang Hukum Pidana (KUHP) suatu
bangsa mencerminkan budaya masyarakat bangsa tersebut. Hal ini sesuai dengan
pandangan bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel
sarksinya, karenaydari stelsel tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa
itu.17Sehingga semakinrepresif formulasi pidana dalam KUHP memberikan makna
semakinrepresif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap
pelaku tindak pidana. Repres tidak saja bermakna karena beratnya pidana yang

dirumuskan, tetapi juga karena sistem perumusan ancaman pidananya, misalnya

®Masruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astutdukum Pidana,lIKIP, Malang Tahun1995 him. 25.
®Bambang WaluyoPidana dan PemidanaaPenerbit Sinar Grafika, Jakarahun2000, Hm. 9.

"Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pid&zalan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Cetakan ITahun1995, hm. 131



sangat imperatif, tidak bersifat alternatif, dan tidak memberikan kemungkinan

adanya perbaikan pada diri pelaku$

Pernyataan unum tersebut diatas juga berlaku bagi pidana anak. Dengan
demikian, semakin represif sanksi pidana yang dirumuskan bagi anak, maka
semakin represif pula masyarakat bangsa itu dalam mereaksi kenakalan anak.
Secara tradisional teori tujuan pemidanaan pada umuanya dapat dibagi menjadi
2 (dua) kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatifl® Menurut, Walker,
sebagaimana dikutip oleh Cavadino dan Dignan, teorigtujuan jpemidaaan yang
sering dibicarakan adalah retributif untuk menghukum pelaku danreductivis
untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Perkembangan dari
retributif dan reductivisadalah gabungan antara retributif damreductivis seperti

diungkapkan Cavadino dan Dignan berikut ini

The two most frequently cited justifications for punishmeare retribution,
and what will call reductivism. Retributivism jjustifies punishment on the
ground that it is deserved by offender; reductivism justifies punishment on the
ground that it helps to reduce the incidence of crime. Various other theories
also exist, some of them cembining elements of both retributivism and
reductivism20

Dengan demikian/ dalam perkembangannya, terdapat tiga teori tujuan
pemidanaan, yaitu sebagai berikut
a.l. Teori Absolut
Teori abselut adalah teori yang tertua dan telah berlangsg beberapa
abad. Menurut teeri ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang
yang melakukan pidanag! Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip
oleh Muladi dan Barda Nawani Arief, teori absolut mempunyai citiri pokok

yang membedakannyalengan teori yang lain, ciri tersebut adalah:

¥ oesno Adipiversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak,
UMM PressTahun2009, Hm. 9.

*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.gditm. 10.

“Michael Cavadino and James Digritine Penal SysterSAGE Publication, Laon, Tahun1993, Hm.

32-33.

“Masruchin Ruba‘iMengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malaimn1997,

him. 16



a. Tujuan pidana adalah sematanata untuk pembalasan;

b. Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak menghing
saranasarana untuk tujuan lain, misalnya kesejateraan masyarakat;

c. Kesalahan merupakan sattsatunya syarat untuk adanya pidana;

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan
tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan
kembali si pelanggar?

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana adalalhsematanata karena
orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidanag@ia peccatum est}3
Sehingga dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.
that it is right for the wicked to be punished: because ‘man is responsible for his
AAGET 1 O6h EA 1T OCEO O# PaokkrAdya ddnegdsiEad baBn@ OO
pembalasan merupakan dasar pembenaran’ penjatuhan gana bagi pelaku
kejahatan2>

Pendapat Packer sejalan dengan pernyataan Cavadino dan Dignan bahwa:

The retributivists principle,- that wrongdoers should be punished because
they deserve it is ingsome ways the complete antithesis of reductivism... It is
the fact that the loffender has committed a wrongful act which deserves
punishment, not the future consequences as the punishment, that it is
important tosthe retributivist. Retributivism claims that it is in some way
morally right to return evil for evil, that two wrongs can somehow make a
right .26

Dengan demikian,»menurut Cavadino dan Dignan prinsip dari teori pembalasan

adalah»seorang yang~bersalah harus dihukum karena ia layak mendapatkan
pembalasan~akibat dari perbuatannya.

a.2. Teori Relatif

*’Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.itm. 17.

’lbid., Hm. 10-11.

*Herbert L. Packefhe Limit of The Criminal Sancti@anford University Press, Californieahun1988,
him. 37.

bid.

*®Michael Cavadino dan James Dignan, Op.(@it. 38.



Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan
mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku
penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahat&h.Teori ini juga
dikenal dengan sebutardeterrence Menurut Packer:

The utilitarian or preventive position, by contrast, has consideraldppeal

although, as we shall see, it does not suffice as a justification for punishment.

) 060 DPOAI EOA EO OEAO bOT EOEI AT Oh AO
it can be slown that more good is likely to result from inflicting than from
withholding it. The good that is thought to result from punishing, criminals is
the prevention or reduction of a greater evil, crinté.

Berdasarkan kutipan di atas, Packer berpendapat bahwaujuan
pemidanaan adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahataSelanjutnya,
menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutips.olehaMuladi dan Barda
Nawawi Arief, teori relatif mempunyai ciri-ciri pokok:

Tujuan pidana adalah pencegahan;

a. Pencegahan bukartujuan akhir, tetapi'hanya sebagai sarana untuk mencapai
tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejateraan'masyarakat;

b. Hanya pelanggararmpelanggaranshukum yang dapat dipersalahkan kepada si
pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syaratwin
adanya pidana;

c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah
kejahatan;

d. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
pencelaan,, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
diterim a apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan
kesejphteraan masyarakat?®

Dengan demikian, menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah
pencegahan pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yanglebih tinggi yaitu kesejateraan masyarakat dan hanya

Zal ANHzZOKAY wdzol QAT hLI®/ A
*Herbert L. Packer,Op.Citnfn 39.
*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cimh17.
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pelanggaranpelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja
(misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya
pidana. Menurut teori ini juga, bahwa penjatuhan pidanaharus ditetapkan
berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan pidana
melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur
pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima
apabila tidak membarnu pencegahan kejahatan untuk kepentingan,kesejahteraan
masyarakat.

Pencegahan ataweterrenceterhadap kejahatan padardasarnya dapat dibagi
menjadi 2 (dua) kategori, yaituindividual deterrence dan /general deterrence.
Individual deteterrence atau sering disebut prevensi spesial“ditujukan bagi
terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya
menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakét.Pemidanaan akan
terasa tidak menyenangkan dan menakutkan bagi terpidana sehinggliharapkan
terpidana tidak mengulangi lagi perbuatan jabatnya. Sebagaimana diungkapkan
T AE #AOAAET T A Alhdivigual@ételrénce odécirs wihen someone
commits a crime, is punished forit, and find the punishment so unpleasant ao
frightening that the offence/is\never repeated for fear of more of the same or
xIT OB&A68

Teori tujuan pemidanaan serupa dengan prevensi spesial dikenal dengan
sebutan Reformation'atau ~Rehabilitation Theory. Sedangkan dalamgeneral
deterrence /pencegahan kejahatan ingi dicapai oleh pidana dengan cara
memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya
agar tidak melakukan tindak pidana®2 Dengan demikian dalam general

deterrence arah pencegahan bukan pada pelaku namun pada masyarakat.

a.3. Teori Pembinaan/ Reformation / Rehabilitation Theory

“Ibid. him. 18.

*MichaelCavadino dan James Dign@p. Cit. m. 33.
*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cimh24.
*Michael Cavadino dan James Dignan, Op.hit. 34.



Menurut teori pembinaan, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah
tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang
bertentangan dengan normanorma hukum serta normanorma lainnya dan aar ia
lebih cenderung untuk mematuhi normanorma yang berlaku. Teori pembinaan
lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah
terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan
dapat diterima dimA OUAOAEAO8 - ATh&additdmnmediafely Appdaling 0
justification for punishment is the claim that it may be used to prevent,crime by so
changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in
word, by reforming hind38

(Al ETE OAEAI AT AAT CAT DPAiRefoBrA@r #AO0O.
rehabilitation) is the idea that punishment can reduce,the incidence of crime by
OAEET C A &I O0f xEEAE xEil EIiDpOi OA OEA ET.
and make him or her leskkely to rel £/EAICA BlebirHANDIOCaSadigo dan
$ECT AT | Al. BelormiréntaiAd afreiuctivist-aim which it may well be right
O POOOOA xEOE®T A DPAIT Al OUOOAI 68

Menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana,
maka masingmasing individu sebagal terpidana memerlukan perlakuan sesuai
dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer:

O..The rehabilitative ideal feaches us that we must treat each offender as an
individual whese special needs and problemust be known as fully as possible
in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view,
must be"forward looking. The gravity of the offense, however measured, may
givequs, a clue”to the intensity and duration of the measures degk to
rehabilitate; butiit is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally
postulated equivalence between the offense and the punishment, as there
wouldybe in the case of the retributive or even the deterrent theory of
punishment&®’

*Herbert L. Packer, Op. Citlph 53.

*Michael Cavadino dan James Dign@p.Cit., tm. 3.6
*AIbid. him. 37

*'Herbert L. Packer, Op. Citlyrh 54.



Teori absolut yang menekankan pada penghukuman dan teori rehabilitatif
yang menekankan pada perbaikan dipertegas oleh Packer dalam membedakan
model-model dalam sistem peradilan pidana secara normatif. Kedua model
tersebut adalahcrime control modeldan due process mode® Sementara itu, tujuan
pemidanaan dalam Rancangan UndarAdndang tentang Kitab UndandJndang
Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam
konsep pertama tahun 1964 sampai dengan Konsep Tahun, 2008. Tujuan
pemidanaan dahm RUU KUHP tahun 2008 dicantumkan dalam Pasal54, berikut
ini:

1) Pemidanaan bertujuan
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadi orangyang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
2) Membebaskan rasa bersalah‘pada terpidana;
3) Pemidanaaan tidak dimaksudkan "untuk menderitakan danmerendahkan
martabat manusia.
Berdasarkan uraian ‘di, atas’ mengenai teori tujuan pemidanaan, teori yang
digunakan sebagal pisau ‘analisis dalankajian ini adalah teori pembinaan.
Penggunaan /teori pembinaan dalam tujuan pemidanaan terhadap anak dengan
alasan syangdikemukakan berikut ini. Tujuan pidana bagi anak adalah untuk
memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan dan kesejahteraan
anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan
kepada semua anak, baik yang berpggku normal maupun yang berperilaku
menyimpang. Dengan demikian, anaknak yang tersesat dan telah bersalah
melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan di beri pelayanan, asuhan serta

pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yangrgana

*®*Romli Atmasasmita (), Ogit, him. 21



baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bang$a.Lebih lanjut, tujuan
proses peradilan pidana anak juga bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan
kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan
tindakannya melalui indakan pengadilan yang konstruktif40

Berkaitan tujuan pemidanaan anak yaitu untuk memberikan perlindungan
dan mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari
kesejehteraan sosial. Ini tidak berarti bahwa kesejahteraan atau képemgan anak
berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus _.dilihat bahwa
mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak» itu pada hakekatnya
merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamkan kesejahteraan anak juga
ditegaskan dalamStandard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
(The Beijing RulespadaRule5.1. megenaAims of Juvenile JusticBujuan dan dasar
pemikiran peradilan anak dituangkan dalam’Rule 5.1Fhe Bding Rulessebagai

berikut:

(rhe juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and
shall ensure that any reaetion to_juvenile offenders shall always be in

POl b1 OOETT OF "OEA AEOAOI OOAT AAO T £ AT O
Selanjutnya dalam’‘Commentary Rule5.1. disebutkan, bahwa Rule5.1.
tersebut menunjuk pada,dua tujuan yang sangat penting yaitu :

a. Memajukan kesejahteraan anak the promotion of the well being of the
juvenile). Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistetnukum yang
menangani pelanggaran analanak, khususnya di dalam sistem hukum yang
mengikuti model peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan
anak. Prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan

sanksi yang sematamata bersifat merghukum.

*Made Sadhi Astuti (1), Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIFafalang,
1997,him. 160.

“Mulyana W. Kusumattukum dan Hakdak Anak RajawaliJakarta, 1986, h. 323.

41Dikutip dari Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justizkses dari
http://www?2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf
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b. Prinsip proporsionalitas (the principle of the proportionality. Prinsip ini
merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat
menghukum dalam arti membalas sematanata (just deser].

Commentary Rules Bhe Beijing Rules

The first obgctive is the promotion of the well being of the juvenile. This is the
main focus of those legal systems in which juvenile offenders are dealt with by
family courts or administrative authorities, but the well being of the juvenile
should also be emphasizeid legal systems that follow the.criminal court
model, thus contributing to the avoidance of merely punitive sanctions. The
OAATT A T AEAAGEOA EO OOEA DOELAEDI A |
known as an instrument for curbing punitive sanctiprmostly expressed in

terms of just desert in relation to the gravity of the offence. Thesesponse to
young offenders should be based on the consideration net only of the gravity

of the offence but also of personal circumstances.” The individual
circumstanees of the offender (for example, social status, family situation, the
harm caused by the offence of the other  factors affecting personal
circumstances) should influence the proportionality of the reaction (for
AgAi PI A AU EAOET C /0 Aeavdw b indeinifDtielvictim ££A T
or to her or his willingness to turn toa wholesome and useful I#).

Mengacu pada Rule 5.1The Beijing Ruleslan penjelasannya, saat ini sangat
diperlukan alternatif penyelesaianyperkara anak dengan menghindari sanksi

yang bersifat menghukum dalam arti”™ membalas sematmata. Pidana bukan

satu-satunya alat untuk mmenghukum anak untuk menjadi lebih baik.

B. Perlindungan/Anak dalam Sistem Pemasyarakatan

Anak wajib diberikan perlindungan dalam keadaan apapun, termasuk
apabila ja sedang berkonflik dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan
dalam bentuk pemberian hakhak. Terdapat 10 (sepuluh) asas perlindungan anak
yang diaturdalamDeclaration of the Rights of the Chilgaitu :
1. Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengealian. Dengan kata lain,

anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada.

2. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh

kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya.

“bid.



3. Anak sepk dilahirkan berhak atas nama dan &bangsaan.

4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh
kembang secara sehat.

5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu
keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan
khusus.

6. Agar swpaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia
memerlukan kasih sayang dan pengertian.

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara @umacuma sekurang
kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.

8. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam n&Mma
perlindungan dan pertolongan.

9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan.

10.Anak harus dilindungi dari perbuatan yangsmengarah ke bentuk diskriminasi
sosial, agama maupun bentubentuk diskriminasiflainnya.

Selanjutnya, Standard Minmum Rules for the/Treatment of Prisonegsang
diadopsi dari The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and The
treatment of Offendersli Genewa 1955 dalam Part | prinsip k& (d) menyebutkan
bahwa narapidana yang belum cukup umur haruglitempatkan terpisah dari
narapidana dewasa ‘agar tidak terjadi dampak negatif dari komunikasi antara
narapidana dewasa dengan narapidana anak. Dalam Part II-K8 ditegaskan pula
bahwa narapidana hendaknya diklasifikasi berdasarkan beberapa kriteria
kesamaan jenis kelamin, usia, jenis kejahatan, karakter masisgasing narapidana,
untuk selanjutnya disiapkan, dan diterapkan metode pembinaan yang berbeda
pula yang sesuai dengan kebutuhan masiAgasing narapidana.

Resolusi Mahkamah Umum PBB Nomor 45/113 tamgl 14 Desember 1990
tentang Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya
mengamanatkan dalanRulel.1 danRulel.2 bahwa perampasan kemerdekaan bagi
anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan dalam waktu yang

pendek sertauntuk kasus-kasus tertentu.



The Beijing Ruleslalam Rule 26.1 mengatur bahwa tujuan pelatihan dan
pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan adalah untuk perawatan dan
perlindungan, pendidikan dan keahlian kejuruan dengan tujuan untuk membantu
mereka memahami aturan yang konstruktif dan produktif secara sosial di dalam
masyarakat. SelanjutnyaRule 26.2 menegaskan bahwa anaknak dalam lembaga
pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan, perlindungan dan semua
kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, $kologis, medis‘dan fisik yang
mereka butuhkan menurut usia, jenis kelamin dan kepribadian_mereka serta
menurut perkembangan mereka secara menyeluruh.

Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari
orang dewasa Rule26.3 The Beijing Rutg. Anak perempuan yang ditempatkan di
lembaga pemasyarakatan berhak atas perhatian khusus menurut kebutuhan dan
masalah pribadi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit
perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan.dan pelatihan dibandingan anak lakk
laki sebagai pelaku pelanggaran (Rule 26.#he Beijing Rules Anak juga berhak
dikunjungi oleh orang tua atau walinya di lembaga pemasyarakatan (Rule 26.5
The Beijing Rulgs Kerjasama antar.kementerian dan lembaga hendaknya dijalin
untuk tujuan menyediakan pelatihan’ akademik atau kejuruan jika perlu untuk
anak-anak yang /ditahan, »dengan tujuan menjamin bahwa mereka tidak
meninggalkan lembaga)pemasyarakatan dengakerugian dari segi pendidikan
(Rule26.6 The Beljing Rules

Di Indenesia, sisem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan ‘agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga, dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan
bertanggung jawab. Demikian penegasan Pasal 3 UU Pemasyatak. Sistem
pemasyarakatan tersebut tidak hanya berlaku bagi narapidana dewasa, namun
juga berlaku bagi anak didik pemasyarakatan.

Pada awalnya, sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau
LAPAS Anak, yang saat ini dalam UU SPPA di sebut sebhgmbaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) didasarkan padd&eglement Gevangenis Reklaseriggng



diubah dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KP.
10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai suatu proses,
serta surat keputusan Menteri kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang
Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan
konsep pengayoman yang dikenal denganeatment system di mana pembinaan di
LAPAS Anak dikelompokkan menjadi empat teap pembinaan, yaitu: admisi,
orientasi, asimilasi dan integrasi. Tahun 1995 diundangkan UU Pemasyarakatan,
kemudian tahun 1999 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Remasyarakatan. Sehingga
pembinaan di LAPAS Anak berubah menjadi tiga tahap, yaitu,: awal, lanjutan dan
tahap akhir.
Pasal 14 (1) UU Pemasyarakatan menegaskan Narapidana berhak :
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohaniraupunjasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan'yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan,dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;
g. mendapatkan upahatau premi atas pekgan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
I. mendapatkan,pengurangan masa pidana (remisi);
j. /mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
|. mendapakan cuti menjelang bebas; dan
m.mendapatkan hakhak lain sesuai dengan peraturan perundangndangan yang
berlaku.
Sementara itu KHA mengamanatkan 4rmsip perlindungan anak, yaitu
1. Prinsip non diskriminasi;

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;



3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam KHA diakomodir oleh UU
Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa
perlindungan khusus adalah perlindingan yang diberikan kepada anak dalam
situasi darurat, terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, perlindungan
dapat berupa bantuan hukum atau bantuan lainnya. Lebih lanjut/dalam Pasal 64
Ayat (2) Perlindungan anak, diberikan perlindungan khusus terhadaanak yang
berkonflik dengan hukum antara lain :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hedk
anak;
penyediaan petugas pendamping khusus bagi-anak sejak dini;
penyediaan sarana dan prasarana khusus;

penjatuhan sanksi yang tepatintuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

o &~ wn

pemantauan dan pencatatan terusnenerus_terhadap perkembangan anak
yang berhadapan dengan hukum;
6. pemberian jaminan untuk®mempertahankan hubungan dengan orang tua

atau keluarga,;

7. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk

menghindaridabelisasi.

C. Model z Model,Pembinaan Anak
LIPOALRT o AUAT T OA ATAreeARaradigrsl of Quikenile UusticeO
dalam Paulus Hadisuprapté® memperkenalkan tiga corak atau model peradilan
anak, yaitu:
1. Model pembinaan pelaku perorangan ifdividual treatment mode);
2. Model retributif ( retributive model);

3. Model restoratif (restorative mode).

“paulus HadisupraptoPeradilan Restoratif: Model Peraafil Anak Indonesia Masa Datarigidato
PengukuhanUniversitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 20@66h



Model pembinaan pelaku perorangan dan modelretributif dalam model
peradilan anak hanyamemiliki dimensi tunggal dan pengendaknnyaberorientasi
individual anak pelaku delinkuen.Kepentingankorban dan masyarakat pada model
ini tidak tersentuh. Individual Treatment Model dalam praktek menggunakan
pendekatan terapeutik. Anak diperlakukan sebagaiorang yang sakit yang harus
didiagnosis sakitnya. Atas dasartemuan penyebab penyakitnya maka ditentukan
terapi yang sesuauntuk mengobatinya. Terapiini bersifat perorangan44

Model pembinaan pelaku perorangan di negaranegara Eropa dikenal
OAAACAE kebejalitehaBi AT AES6 h U Ayhpén bdhdalkdjahgan atau
delinkuen si anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkatnilai-
nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi.
Intervensi adalah sarana untuk mencoba memperbaikinperilaku penyimpangan
sosial melalui pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan
kebutuhan pembinaananak pelaku delinkuen4s

Corakatau model pembinaanpelaku perorangamini dirasakankelemahannya
terutama tidak terjamin timbulnya stigmatiSasi, spaternalistic, mabhal, tidak
memadai, dan jaminarhukumnyalemah serta diragukan intensitasnya. Modelini
dilihat masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhanuntuk
meningkatkan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delinkuen dan gagal
memainkan peran dariperadilan anak dalam kerangka kepentingan publik.
Keputusan bersifat ‘ambivalen dan tidaktaat asas {nconsisten) serta cenderung
menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakankepentingan
umum.*6

Seiring dengan kritik terhadap model pembinaan pelaku perorangan
terhadap anak tersebut, kemudian muncul tuntutan untuk segera mereformasi
peradilan anak. Arahreformasi tertuju pada pengaplikasian£E1 I O1 £AEO ODAI
CAT EAOAT 68  0ffosofisA Bul EinaksuekAn sebagai upaya untuk

merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan

“Ibid.
“Ibid.
“‘Ibid.



anak, dan untukmenegaskarnkembali pentingnya fungsi sanksi. Konsekuensi yang
muncul kemudian adalah tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman

pemberian pidana yang pasti, undangindang tentang anak tidak lagi

menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada
keperluan pelaku 47

Model peradilan anak yang ketiga, yaitu model restoratif telah muncul lebih
dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkarapidana dengan
pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangbangsa (PBB)
mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang
berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersam&ama untuk
memecahkan masalah dan memikirkan bagaiana mengatasi akibat"di masa yang
akan datang.Restorative justice merupakan usahauntuk mencari penyelesaian
konflik secara damai di luarpengadilan. Khususiuntuk AKH, restorative justice
penting untuk diterapkan karenafaktor psikolegianakharus diperhatikan.48

Model peradilan anak restorative berangkatdari asumsi bahwa tanggapan
atau reaksi terhadap perilaku delinkuen si anak, tidak akan efektif tanpa adanya
kerjasama dan keterlibatan dari®korban, gelaku dan masyarakat. Prinsip yang
menjadi dasar padamodel peradilan ‘restoratif ini bahwa keadilan paling baik
terlayani, apabila setiap pthak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif
dilibatkan dalam proses,peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai
dari interaksi mereka dengan sistem peadilan anak.

Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang
merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap
delinkuensi terarah /pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka
masyarakat. Peradilan resteatif tujuannya bukan penghukuman namun tujuan
utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku

terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi

“'http://musa66.blogspot.com/2009/05/sisterperadilanrestoratitsebagai.htmbliakses tanggal 13
April 204.

“8M.Musa Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indolissasdari
http://www.legalitas.org/?q=content/peradigastoratifsuatupemikiraralternatifsystemperadilan
anakindonesiatanggal4 April 2014.



http://musa66.blogspot.com/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-sebagai.html
http://www.legalitas.org/?q=content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesia
http://www.legalitas.org/?q=content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesia

dikalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model gpadilan restoratif juga
berkehendak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui careara
menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban
yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi
kesenpatan untuk berperan serta di dalam proses.

Selanjutnya,secara teoritis, berdasarkan hasil penelitian Fanny Tanuwijayd
terdapat 5 metode pembinaan anak pidana sebagai berikut.
1. Pembinaan berdasarkan situasfsituational Treatment)
2. Pembinaan Perorangar{individual treatment)
3. Pembinaan secara berkelompokclassial treatment)
4. Belajar dari pengalaman(experiemential learning)
5. Auto sugesti

Pembinaan anak disamping memperhatikan latar belakang anak, juga
harus memperhatikan lingkungan di mana=pembinaan dilakuén. Situasi dapat
berupa situasi alam, sosial, kejiwaan dan_laifain®9, Dalam pembinaan situasi,
pembina harus mampu merubah cara berpikir /peserta didik, untuk tidak
terpengaruh pada situasi tetapi menguaSai situasi sehingga materi pembinaan
dapat terserap dengan baiki“Sementara itu metode pembinaan perorarangan
diberikan kepada/anak/secara perorangan. Anak dapat dikelompokkan namun
pembina harus mengetahui kebutuhan, karakter, tingkat kematangan, emosi,
logika masingmasing individu anak.5!

Metode " pembiman secara berkelompok dilakukan dengan cara memberi
ceramah; tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim. Peran
kelompok harus aktif baik secara individu maupun kelompok. Materi dan cara
pembinaan juga harus melibatkan kelompok sehinggproses pembinaan lebih

mengena. Dalam metode ini, pembina harus mampu mengajak anak memahami

“Fanny Tanuwijga, 2009, Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka
Perlindugan Hak Anak Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

*%C.I. Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jelautd, 995, hin 341-385.

*!Ibid., hin 341-385.



nilai-nilai positif yang tumbuh dalam masyarakat atau kelompok sebagai bahan

pembinaan5?

Metode belajar dari pengalaman mengedepankan pengalaman yang anak
anak dami sebagai hal penting dalam belajar. Kommikasi menjadi hal yang
penting karena banyak hal terjadi karena kesalahan komunikasi. Dalam
komunikasi, semua komponen komunikasi harus jelas sehingga hasilnya jelas dan
dimengerti.>3 Auto sugesti merupakan motiasi dari dalam dirifsendiri. Auto
sugesti akan menjadi efektif bila seseorang tahu cara menerapkannya dengan
memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Auto sugestidadalah sarana untuk
mempengaruhi bahwa sadar manusia dengan memasukkan saran, pengaruh,
perintah, untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan saran yang
diberikan. Saran, pengaruh, perintah dari dan untuk,diri sendiri, melalui alam
sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Auto sugesti adalah cara agar anak
timbul keyakinan untuk tobat, timbul rasa«<percaya“diri untuk mampu hidup
dengan cara yang benar, tidak putus asa.

Pembinaan anak dalam LPKA harus sinergi/dengan kebijakan pemerintah
terkait dengan pendidikan layak@nak. PrinSip penyelenggaraan sistem pendidikan
di Indonesia diatur dalan Pasal 4 UU Sisdiknas adalah :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan,
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan® diselenggarakan sebagai atu kesatuan yang sistemik dengan
sistem terbuka dan multi makna.

3. Pendidikan| diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaanpeserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran.

*Ibid.
*3bid.
*bid.



5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua konmen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu layanan pendidikan.

Dalam Pasal 5 UU Sisdiknas diatur bahwa:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kiainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

SelanjutnyaPasal 6 UU Sisdiknas ditegaskan,

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai.«dengan lima belas tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiapwarga negara bertanggung jawab.terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas.dapat disimpulkan bahwa anak
yang ditempatkan dalam LPKA“juga beérhak mendapatkan pemikan tanpa
dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan
pendidikan tersebut. Pendidikan *yang diberikan pada anak dapat berupa
pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya (Rasal »13 " (1) UU Sisdiknas). Pendidikan formal terdiri ata
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Tinggi (Pasal 14 UU
Sisdiknas). Sementara itu dalam Pasal 26 ditegaskan mengenai pendidikan
nonformal sebagai berikut:

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah,
dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan

sepanjang hayat.



2. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik
dengan penekanan pada penguasaan pengetahmudan keterampilan fungsional
serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keaksaraan, pendlikan keterampilan dan pelatihan Kkerja,
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik.

4. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan,
kelompok belajar, pusat kegiatan blajar masyarakat, dan‘majelis taklim, serta
satuan pendidikan yang sejenis.

5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat) yang memerlukan
bekal, pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk
mengembangkan diri, mengembangkan< profesi,’bekerja, usaha mandiri,
dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yangiebih tinggi.

6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan formal setelah melalui prosés penilaian penyetaraan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh Pemerntah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada
standar nasionalpendidikan.

Sedangkan untuk pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan
lingkungan berbentuk,kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui
sama dengan pendidikan formal dn nonformal setelah peserta didik lulus ujian
sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU
Sisdiknas).



BAB Il
GAMBARAN UMUM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak di Lembaga
Pendidikan Khusus Anak (LPKA)

Dasar hukum penyelenggaraan pembinaan Anak di LPKA terdapat dalam

Hukum Internasional, Hukum Nasionaldan Kerjasama (MoU).

Hukum Internasional terdiri dari:

1. Deklarasi HAM (Universal Declaration Of Human Rightspasal 26 ayat (1)
O3AO0EAD 1 OAT ¢ AAOEAE 1 Ai PAOI/T AE DPAT AEAE
cuma, setidaknya untuk meningkatan sekolah/rendah dan pendidikan dasar.
Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuran secara
umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat
AEIi AOOEE AAT CA1l AAOALAUAT ¢ OAI A T1AE OAI

2. Konvensi Hak AnakInternational Convention on‘the Rightof The Child)

W

The Beijing Rules

Hukum Nasionalterdiri dari:
UUD 1945 pasal'28C ayat (1), pasal 31 ayat (1,2,dan 3)
UndangUndang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
UndangUndang Nemor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
Undang.Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
UndangUndang Nemor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
Undang, Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

N o o~ w0 DdhPRE

Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kerjasama (MoU) terdiri dari:



1. Kesepakatan bersama antaraéMenteri Pendidikan Nasional dengan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.H85.HM.03.02.2009 Tentang
Pemberian Layanan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

2. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan
Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan serta Forum Komunikasi PusaKegiatan Belajar Bersama
Nomor: E.PP.01.0459/2004 tentang Pengembangan Sumber,Daya Manusia
bagi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyaaiédn

B. Gambaran Umum Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa
Dengan berlakunya UU SPPA, penyelesaian kasus pidana anak harus
diupayakan melalui diversi danrestorative justice _Putusan pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 71 Ayat 1 huruf a, b dan ¢ UU SPPAtentang Pidana pokok
bagi Anak terdiri atas:
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
1)Pembinaan di luar lembaga
2)Pelayanan masyarakat;/atau
3)Pengawasan
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalamilembaga; dan
e. Penjara
Jenisjenis pidana Anak tersebut meupakan hasil akhir yang diharapkan
apabila anak terpaksa harus berhadapan dengan proses peradilan. Implementasi
maksimal “‘dari UU SPPA diharapkan mampu mengurangi anak yang harus
ditempatkan di lapas atau rutan yang nantinya akan berganti nama dan fungsiy
sebagai LPKA dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
Berikut data Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dalam

kurun 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia.



Tabel 1
JUMLAH ANAK YANG DITEMPATKAN
DI LPKA DAN LAPAS DEWASA
TAHUN 2011-2014

Tahanan Narapidana
No. UPT Tahun Anak Anak Jumlah
L P L P
1. | LPKA 329 S 1.219] 121 4.560
Lapas 2011 11 826| 60| 2.001| 69|/ 3.956
Dewasa
5516
2. [ LPKA 363 4] 1216 19 | 1.602
Lapas 2012 11 657| 39| 2.000]  501773.755
Dewasa
5.357
3. | LPKA 170 11 961 6| 1.137
Lapas 2013 14 319| 181 | 20005 46| 3.521
Dewasa
4.658
4. | LPKA cop |31 5471.105 14| 1.435
Lapas 2014 1.1.805| 54.48.019 61| 4.919
Dewasa
6.354

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Februari 2014

Berdasarkan tabel 3.1 jumlahAnak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas
Dewasa dari tahuny20112,2014 cenderung meningkat dan fluktuatif. Di tahun
2011 dan 2012 jumlah Anak tidak terlalu beda jauh, bahkan mengalami sedikit
penurunansRi tahun.2011 jumlah ABH 5.516, sedangkan di tahun 22 mengalami
penurunan 2,88 % (159 orang) dengan jumlah 5357.

Pada.tahun 2013 jumlah Anak 4658, mengalami penurunan 13,05 % (699
orang) dibandingkan tahun 2012. Namun di bulan Maret 2014 jumlah anak
mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu 6354 anak, dnaikan 36,41 % (1696
orang) dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan perbandingan jumlah
hunian anak di lapas anak dan anak di lapas dewasa adalah 235 @42 % anak
lebih banyak di lapas dewasa. Faktg fakta ini tentunya sangat miris, pasca
berlakunya UU SPPA.



C. Program z Program Pembinaan berbasiskan Pendidikan

Model pembinaan bagi narapidana dewasa dan Anak dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 31A9). Pembinaan
adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan
rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan yang berbasis
pendidikan layak anak, sejalan dengan arti pendidikan sendiri, yaitu pembinaan
yang berusaha menciptakan anak didik pemasyarakatangyang memiliki- kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, yang akan berdampak baik bagi
masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pasal 2 PP 31/1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan
pembimbingan, yaitu :

1) Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian

2) Program pembinaan diperuntukkan bagl naapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan

3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien pemasyarakatan

Pasal 3 PP 31/1999 tersebut menerangkan bahwa Pembinaan dan
Pembimbingan Kepribadian dan' Kemandirian meliputi : 1) Ketagwaan pada Tuhan
yang Maha Esaj 2) é&Sadaran Berbangsa dan Bernegara, 3)Intelektual, &ikap
dan perilaku;“5) Kesehatan jasmani dan rohani, 6)Kesadaran hukum, 7)
Reintegrasi sehat dengan masyarakat, 8eterampilan kerja, 9)Latihan kerja dan
produksi:

Idealnya pembinaan terhadap narapidaa anak dibedakan dengan
pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak tidak bisa
disamakan dengan orang dewasa. Muncie mengatakan bahwa hal utama yang
menggarisbawahi munculnya penanganan khusus bagi anak anak yang
berhadapan dengan hukm adalah kesadaran bahwa anak anak memerlukan

respon yang yang berbeda dengan respon yang diberikan kepada orang dewasa



yang melanggar hukun®> Anak merupakan individu yang masih dalam proses
tumbuh kembang sehingga memerlukan penanganan yang lebikhusus dan
mendasar. Pelaksanaan programrogram pembinaan di masingz masing Lapas
belum memiliki keseragaman. Pelaksanaan berjalan masifmgasing disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan. Situasi tersebut harus segera ditindaklanjuti
mengingat jumlah narapidana anak cenderung meningkat dan sebagian besar
berada di Lapas dewasa.

Keberadaan anak di lapas dewasa lebih rentan terpengaruh lingkungan dan
pola perilaku serta kehidupan di dalam. Umumnya anaknak yang ditempatkan di
lapas dewasahampir tidak mengikuti kegiatan pendidikan (kalaupun ada sangat
tidak optimal), karena harus berbagi perhatian dan fasilitas demngan penghuni
dewasa. Salah satu contoh yang terjadi di lapgslapas wilayalyJawa Barat, Aceh,
Papua Barat dan Riau, data pada bulan April 2014tjen PAS menunjukkan bahwa
tidak ada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan*bagi anak yang berada di
lapas dewasa, karena dengan segala keterbatasan di lapas dewasa, memang
seharusnya Anak berada di LPKA.

Berdasarkan hasil pemetaan, yang dilakukan Dagn PAS terhadap Lapas
anak di tahun 2011 dan 2012, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada
umumnya adalah:

a. Pembinaan Keagamaan
Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf-Al
1008 ATh AAOAT AE ACAI Ah b RA keehamlaniseniOOOE 1
islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama
nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan
bentuk‘dari pembinanaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b. Pembinaan Kesadaran Berb angsa dan Bernegara
Jenis kegiatan yang dilakukan adalah Kepramukaan, latihan baberbaris,
upacara bendera hari besar nasional.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

*®* Muncie, Jhon. (1999Y,0uth and Crime, A Critical Introductidiondon :Sage Publication



Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang (SD, SMP dan SMA)
Pendidikan Kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan Pesantren

d. Pembinaan Keterampilan
Kegiatan lifeskill seperti kursuskursus ataupun keterampilan yang sesuai
dengan minat dan bakatnya anak.

e. Pembinaan kesehatan jasmani
Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah drbagai jenis olahraga, baik bagi
kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan
lain-lain.

f. Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat
Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah“pelaksanaan hak
integrasi (PB, CB dan CK), assimilasi dengan_pihak ketiga, partisipasi pada
berbagai event yang melibatkan masyarakat luar

g. Pembinaan Kesadaran Hukum
Penyuluhan, Sosialisasi hukum dan HAM sertasketertiban masyarakat
Sosialisasi instrumen hukum tentang amak (WU Perlindungan Anak UU
Perlindungan HAM).

Berdasarkan hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 dan data
Direktorat Jenderal, Pemasyarakatan, kegiatan program pendidikan yang

dilakasanakan di lapas anak adalah :

1. Pendidikan Formal

UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Pendikiin Formal adalah jalur
pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan'menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan Formal bagi
anak di Lapas Anak maupun lapas dewasa saat ini belum maksimal. Hasil
pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 dan wawancara dengan petugas lapas
anak dan Bapas mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat

menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu :



a. Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan meikgti pendidikan,
khususnya lama pidana

b. Minat anak yang rendah terhadap pendidikan
c. Fasilitas dan sarana pendukung yang minim damampir tidak ada
d. Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya

Saat ini penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berjalacukup baik
adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan. Pendidikan formal
yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dengan 49 (empat puluh sembilan) murid. Akses dan kerjasama
yang baik denganpihak terkait (diknas setempat) membuat pregram pendidikan
formal ini dapat diselenggarakan. Sedangkan pendidikan formal'pada Lapas Anak
Medan menginduk pada sekolah formal setempat.

Berikut disajikan tabel 3.2 tentang jumlah Anak yang memperoleh

pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan di Lapas’Anak dan Lapas Dewasa.

Tabel 2

JUMLAH ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN
DI LAPAS ANAK DAN LAPAS DEWASA

TAHUN 2013
PendidikanyFormal Pendidikan Kesetaraan
Tahun Jenis

) Paket Paket | Jumlah

2013 Kelamin_ [»SD | SLTP | SLTA | Paket A B c
1. Pria 93 117 58 38 135 122 563
2. Wanita - - - 17 17 1 55
Jumlah 93 117 58 55 152 123 618

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan data tersebut tecatat jumlah anak yang mengikuti pendidikan
formal dan kesetaraan adalah 618 anak dari 4658 anak yang ditempatkan di Lapas
Anak dan Lapas Dewasa sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. pada Tahun

2013. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemenuhan kebutuhan anak



terhadap pendidikan, sehingga perhatian khsus harus lebih ditingkatkan lagi
dalam penanganan pendidikan anak.
2. Pendidikan Non -Formal

Sebagai alternatif tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena
beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, adalah maksimalisasi pendidikan non
Z formal. Latar belakang sosial ekonomi Anak yang ditempatkan di lapas / rutan
yang diantaranya adalah anal anak yang sudah putus sekolah, tidak mempunyai
minat untuk sekolah dengan alasan bekerja (namun terdapat juga yang.disebabkan
kenakalan anak), walaupun beberapa idntaranya terpaksa harus putus sekolah
karena berkonflik dengan hukum.

Menurut UU Sisdiknas, Pendidikan Noeformal adalah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksankan terstruktur dan berjenjang. Pada
pasal 26 undangz undang tersehlut dikatakan, Pendidikan nonformal meliputi
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anaksusia dini; pendidikan kepemudaan,
pendidikan pemberdayaan perempuan, \ pendidikan keaksaraan, pendidikan
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan‘kesetaraan, serta peidikan lain
yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kendalaz kendala dalam, menyelenggarakan pendidikan formal, dialihkan
pada alternatif pendidikan non formal. Berdasarkan hasil Pemetaan Lapas Anak
Tahun 2011 dan 2012, pendidikan noformal yang diselenggarakan adalah :

2.1. Pendidikankesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Pendidikan kesetaraan atauebih dikenal dengan Program Plket A, Paket B
dan Paket C, merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal
sekolah yang paling banyak dipilih oleh lapasz lapas anak. Fakta ini berdasarkan
kenyataan “kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya
ditempatkan di lapas/rutan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus
sekolah.

Hasil penelitian Kementeian Sosial RI tahun 2006 mewawancarai 24 anak
yang dipenjara di Rutan Kebonwaru, sepuluh di ataranya tidak tamat SD, 3 anak

lulus SD, 9 anak berpendidikan tidak tamat SMP, hanya 3 anak berpendidikan SMA.



Di lapas anak tangerang ada 215 anak. Potretnyarsa dengan Rutan Kebonwaru.
Terdapat 24 anak berusia antara 14 18 tahun yang meneruskan SD di lapas. 31
anak melanjutkan SMP di dalam Lapas dan 77 anak sedang melanjutkan
pendidikan SMA. Selebihnya mengikuti pendidikan kejuruan. Penelitian tersebut
menyatakan bahwa semua anak yang diwawancarai di balik tembok penjara
adalah anakzanak dari keluarga yang lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam
pergaulan sosial, juga lemah secara polit#é. Kondisi ini berkaitan dengan minat
belajar anak yang rendah, karea sudah terbiasa dengan kehidupan dan
lingkungan yang bebas dan tidak mengedepankan pendidikan atau lebih sering
disebutnya mereka sebagai anak jalanan. Dibutuhkan kerja,keras dari petugas
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mereka untuk wajib sekolah menjadi aktivitas yangsmenyenangkan bagi mereka.
Hasil penelitian/ survey dari Lapas Anak Pria Tangerang yang bekerjasama dengan
Universitas Bina Nusantara di tahun 2014 menyatakan bahwa sempel yang diuiji
yaitu anak dalan lapas memilki tingkat aggressor«yang tinggi dan kecerdasan di
bawah rata z rata (borderline). Situasi ini menjadi tidak gampang bgi
penyelenggara pendidikan di sapas anak. Namun merujuk pada tugas dan
fungsinya, lapas wajib memberikan ‘pendidikan bagi ak. UU SPPA bahkan
semakin menegaskan pemberian hak ini baik di LPKA dan LPAS, artinya sejak anak
masih dalam proses peradilan‘pun, mereka berhak diberikan program pendidikan.

Saat ini dari 19 lapas anak, hanya 10 lapas yang menjalankan program
pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan paket C (342 anak didik), yaitu LPA
Medan ,/LPA Palembang , LPA Pria Tangerang, LPA Wanita Tangerang, LPA Blitar,
LPA Pontianak, LPA Pria Kupang, LPA Kutoarjo, LPA Martapura dan LPA Tomohon.
3. Pendidikan keterampilan

Pendidikan non z formal yang dilaksanakan saat ini di lapag lapas anak
adalah program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Lama pidana
anak yang tidak memenuhi persyaratan untuk anak mengikuti program

pendidikan kesetaraan (pidana terlampau sigkat untuk mengikuti secara penuh

*® Artikel Kementeria Sosial RI, 200&pas Anak; Antara Teks dan Kontekspk Percaturan wartawan
portal depsos



program belajar paket). Namun kondisi ini seharusnya bukan menjadi hambatan
anak untuk tidak mendapatkan pendidikan selama anak berada di lapas / rutan.
Anak harus dipenuhi kegiatan positif dan tidak boleh dibiarkan tida memiliki
aktifitas, karena akan berpengaruh negatif bagi psikologis anak khususnya.
Padahal tujuan dari pendanaan dan penempatan anak di dpas bukanlah
penjeraan, tetapi lebih kepada rehabilitasi, membina dan mendidik yang out put
nya adalaha anak yangberperilaku lebih baik (intelektual, bérkemampuan,
psikologis, moral dan etika}’

Beberapa kegiatan pendidikan keterampilan yang masih berjalan di‘lapas
lapas anak adalah : Perkebunan, Penjahitan, Perternakan, Rerikanan, Kerajinan
pembuatan sandal dan geatu, SablonHandycraft, Keterampilan melukis, Tekhnisi
Elektronik, Pelatihan Komputer, Mortir, Percetakany, Pembuatan Telor Asin
Kegiatan pendidikan keterampilan di 19 (sembilan belas) lapas anak di Indonesia
masih jauh dari harapan. Bahkan di beberapapas anak'tidak melaksanakan sama
sekali kegiatan pendidikan keterampilan, 'seperti Lapas Anak Tanjung Pati, Lapas
Anak Tomohon, Lapas Anak Pekanbaru, Lapas Anak Bandar Lampung dan Lapas
Anak Bandung (baru beroperasitahun 2012 ini)

Alasan yang dikemukakairata Z rata sama, ketiadaan dana baik dari dinas
(lapas) maupun bantuan‘dari,pemerintah daerah setempat dan juga dari lembaga
lembaga sosial, kenyataan ini didukung minimnya bahkan ketiadaan hubungan
kerjasama dengan pihak pihak tersebut. Kalaupun adaeringkali terkendala oleh
waktu, dalam/artian tidak terus menerus, hanya temporer dan tidak rutin. Kondisi
ini/berpengaruh pada ketersediaan sarana prasarana dan penyelenggaraan
pendidikan. Dalam hal mengantisipasi keterbatasan dana, tentunya dibutuhkan
kecerdasan dan keluwesan pimpinan lapas dan jajarannya untuk mencari donatur
baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang perduli terhadap pelaksanaan
pembinaan pendidikan keterampilan anak. Memang sangat dibutuhkan kerja keras
dan juga kepedulian makimal dari seluruh pegawai lapas, khususnya yang

berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Untuk kegiatan pendidikan

*" UNICE, Analisis Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonédsieeritas Indonesialakarta,
2007.



keterampilan anak di lapasz lapas dewasa belum bisa terdeteksi, walaupun secara
umum memiliki kendala yang lebih buruk daripada anak dlapas khusus anak,
karena mereka harus berbagi perhatian dengan orang dewasa yang

permasalahannya pun sudah cukup pelik.

D. Kendala z kendala Penyelenggaraan Pembinaan Anak Dberbasis
pendidikan

1. Fasilitatif

a. Minimnya Rutan / Lapas Anak (LPA)

Ketersediaan 19 (Sembilan belas) lapas anak tidak memenuhi kebutuhan
(tiga puluh) 33 provinsi di Indonesia, bahkan rumah tahanan (rutam) khusus anak
pun tidak ada sama sekali. Padahal kondisi ini berdampakepada terpaksa harus
bercampurnya Anak dengan orang dewasa diapas Dewasa. Bahkan jumlah anak
yang berada di lapas dewasa lebih banyak' daripada“anak yang ditempatkan di
lapas khusus anak.

Adanya anakz anak yang berkonflikidengan hukum di hampir semua
wilayah provinsi Indonesia adalah situasi yang tidak dapat dihigari. Namun tetap
selalu diingat bahwa mereka hanyalah anak anak yang tetap membutuhkan
penanganan khusus, termasuk pada saat mereka terpaksa harus ditempatkan di
lapas / rutan. Kekhususan tersebut termasuk lapas / rutan khusus bagi anak,
hanya anak dantidak digabung dengan pelanggar hukum dewasa baik pria
maupun wanita.,Tetapi faktanya saat ini jumlah anak yang ditempatkan di lapas
dewasa jauh lebih“banyak dibandingkan dengan anak yang ditempatkan di lapas
khusus anak. | Contoh terjadi di Lapas Anak KotBumi, Lapas Anak Wanita
Tangerang, Lapas Anak Muara Bulian, Lapas Anak Pekan Baru.

Pemberian pendidikan bagi Anak di lapas anak seharusnya tidak menemui
kendala berarti, namun kenyataannya terdapat beberapa lapas anak yang
difungsigandakan untuk penempata warga binaan dewasa juga. Kondisi ini tentu
saja rentan dan berpotensi besar melanggar pemenuhan hakhak anak. Jumlah

pegawai yang terbatas, harus ditambah lagi untuk juga berkonsentrasi menangani



pengamanan dan pembinaan warga binaan dewasa, yangsikonya lebih tinggi,
belum lagi ditambah dengan permasalahan sarana prasarana yang terbilang
minim.

Pelaku peraturan dan kebijakan harusnya bisa konsisten untuk tetap
mempertahankan fungsi lapas anak hanya untuk anak, apapuwlasannya. Over
kapasitas mda lapas dewasa tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan
penghuni dewasa di lapas anak. Penempatan orang dewasa di/lapas anak hanya
menyelesaikan sementara masalah over kapasitas, namun selanjutnya akan
menimbulkan banyak masalah baru bagi anak, tergggunya proses pembinaan
pendidikan anak.

b. Kondisi Bangunan

Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak di Lapas, Anaky sangat dipengaruhi
salah satunya adalah tempat diselenggarakannya pendidikan. Anak yang
ditempatkan di dalam lapas / rutan, tentunyasmemilki” kadisi psikologis yang
jauh berbeda dengan anak pada umumnya, Dinar Kania mengatakan bahwa
psikologi mempengaruhi hampir seluruh aspek’kehidupan manusia, terutama dalam
memecahkan problematikaz problematika kehidupan, termasuk di dalamnya
masalah pendidkan, pendekatan, pskologis dalam pendidikan berusaha menjadikan
kajian faktor z faktor #psikologis "yang berperan dalam proses pendidikzn.
Bangunan lapas lah“yang salah satunya membuat kondisi psikologis anak
terbentuk, apalagianak yang terpaksa harus beraddi lapas dewasa yang kesan
pemidanaannya lebih terasa.

Penempatan Anak di dalam Lapas tentunya akan sangat rentan secara
psikologis, yang dibutuhkan untuk seorang anak agar dapat dengan baik mengikuti
pendidikan‘adalah kenyamanan. Saat ini bangunan lapanak belum sepenuhnya
dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Konsep utama lapas umumnya
berorientasi pada kebutuhan keamanan, mencegah agar anak di dalam lapas tidak
melarikan diri. Jeruji z jeruji, terali, penempatan fungsi ruanganz ruangan dan

desain ruang belajar (lay out) yang kurang tepat, kawat berduri, tembok tinggi,

*® Dinar Kaniadan Ahmad AlimArtikel tentangStrategi Pembinaan pendidikan berbasiskan psikologi
pendidikan 2012.



warna dinding yang suram dan mungkin kotor, merupakan situasi yang rentan
terhadap rendahnya semangat anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan,
khususnya pendidikan. Apalagi kebanyaka minat belajar anak yang cenderung
rendah.

Meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesan lapas sebagai rumah
kurungan bagi pelaku tindak pidana adalah salah satu car&onsep bangunan
yang lebih educated and funmempengaruhi psikologis anak dtuk memiliki
semangat belajar, engapa tidak mengkonsep bangunan lapas anak-seperti sebuah
boarding schoolatau pondok pesantren(tentunya bukan hanya bagunan, tapi juga
cara pemberian pengajaran), walaupun tetap tidak menghilangkan fakta mengapa
anak z anak tersebu harus ditempatkan di dalam lapas. Meminimalisir kesan
penjara dan memaksimalkan nuansaducated and fun

Dengan berlakunya UU SPPA, bergatinya. nama Lapas menjadi Lembaga
(LPAS dan LPKA), tentunya bukan hanya<Sekedar‘berganti nama tempat yang
disimbolisasi dengan pergantianplang. Namun,/lebilndari itu perubahan itu juga
harus dibarengi dengan perubahan fisik bangunan yang meminimalisir sekecil
mungkin kesan Rumah Kurungan, dan®memaksimalkan nya sebagai Rumah
Sekolah, seperti sekolaty sekolah pada umumiya, sehingga memiliki fungsi
seperti Boarding Sechooglatau Pondok Pesantren. Yang membedakan hanyalah
Anak yang dididik adalah anakz anak yang memerlukan penanganan dan
pemenuhan kebatuhan khusus. Yang membuatnya khusus karena memang dihuni
oleh WBP Anakdan kapasitas kegiatan pendidikan dan keterampilan yang lebih
menenjol, namun masih tidak maksimal. Tidak mengindahkan masalah keamanan,
namun-pembinaan menempati prosentase yang jauh lebih tinggi daripada itu.
Untuk mecapai tujuan itu untuk saat ini mungkn tidak bisa dikatakan mudah
namun juga tidak bisa dikatakan susah. Mengingat anggaran pendidikan nasional
20 % (dua puluh persen) diperuntukkan untuk pendidikan, seharusnya masalah
anggaran bukanlah hal yang paling utama menjadi kendala, namun pada

kenyataannya itulah yang terkondisi saat ini.



Permasalahan lainnya bahwa LPKA yang ada saat ini masih berbentuk
Lapas sebagaimana mestinya dihuni oleh WBP dewasa, dan belpa Lapas anak
awalnya adalah lapas yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan murni
diperuntukkan untuk anak, bahkan ada beberapa dpas anak yang awal
pembangunannya dikonsepkan sebagai bangunan ramah anak, terpaksa harus
berfungsi ganda sebagai penempatan warga binaan dewasa, seperti yang terjadi di
LPKA Kotabumi Lampung.

Beberapa bangunanLPKA adalah peninggalan donial Belanda yang
diperuntukkan untuk orang dewasa, seperti LPKA Blitar dan [LPKA “Kutoarjo,
beberapa bangunan mmiliki konsep yang sama dengan &pas dewasa, namun
sebaliknya terdapat juga lapas anak yang awalnya dibangun: mematgusus
untuk anak dengan konsep bangunan yang ramah.anak, diubah fungsinya menjadi
lapas yang menempatkan orang dewasa. Penempatan orang dewasa bersama Anak
adalah sebagai akibat hampir seluruh®yrumah™ tahanan dan Iembaga
pemasyarakatan dewasa mengalami ovekapasitass'Hal ini tentu berakibat pada
terganggunya pembinaan pendidikan anak, bahkan mungkin terabaikan. Desain
bangunan lapas anak yang Jdebih terbuka,“kemudian harus tertutup demi
penanganan keamanan dan‘ketertiban” bagi orang dewasa yang risikonya ileb
tinggi, khususnya untuk mencegah pelarian.

Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam mendisain ulang lapas sesuai
dengan kebutuhan khusus anak, khususnya dalam mendukung kegiatan
pendidikan. Permasalahan klasik yang menjadi penyebab adalah minimnyarth
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semampunya, apalagi apabila lapas tidak didukung oleh antusiasme atau semangat
penuh dari‘petugas sebagai SDM pelaksana dan penggerak .

Saat ini LPKA yang ada belum bisa dikatakasiap sepenuhnya untuk
pelaksanaan berlakunya UU SPPA, khususnya dalam kesiapan bangunan yang
ramah Anak untuk pembinaan, pelayanan dan juga pendidikan, walaupun ada

rentang waktu 5 (lima) tahun yang diberikan oleh UU SPPA.



c. Sarana penunjang pelaksanaan pendidikan

Pada umumnya Lapas belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai
untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, fasilitas belajar,
kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan anak, belum adanya harmonisasi
regulasi misalnya adanya standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik
mengikuti pendidikan kesetaraan harus memenuhi quota yang ditentukan oleh
Dinkas. Untuk paket A (20 orang), paket B (25 orang) dan paket C, (30 orang). Hal
ini menjadi salah satu faktor penghambat kagna quota tersebut-tidak dapat
dipenuhi mengingat jumlah anak yang mengikuti pendidikan sedikit.

Hasil pemetaan lapadapas anak pada tahun 2011 dan'2012 yang dilakukan
jajaran Ditlen PAS menjabarkan bahwa secara umum sarana»prasarana yang
dimiliki sangat minim dan belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan. Sarana
penunjang yang paling utama adalah ketiadaan atau minimnya fasilitas ruang
belajar untuk pelaksanaan program kesetaraan Ketiadaan ruang khusus untuk
belajar, menjadikan ruangan tertentu mempunyai fugsi ganda. Misalnya seperti di
Lapas Anak Gianyar, proses belajar dilakukansdi Aula, di Lapas Anak Muara Bulian
proses belajar dilakukan di perpustakaan.

Beberapa sarana prasaran penting selain ruang belajar yang juga minim
sebagai pendukung, penyelengga@n pendidikan, seperti alatz alat belajar,
computer, LCD, seragam dan laig lain. Kebutuhan di setiap lapas anak secara

umum sama, walaupun terdapat beberapa perbedaan di beberapa bagian.

2. /Anggaran

Anggaran pada DIPA khusus untuk pelaksanaan pendidikaidak ada serta
minimnya dana untuk perbaikan sarana prasarana yang pada sebagian besar lapas
anak perlu perbaikan, bahkan renovasi total. Seperti di Lapas Anak Kotabumi
Lampung yang pernah mengalami kebakaran pada tahun 2012 yang hampir
menghabiskan selwh fasilitas lapas

Minimnya anggaran pemerintah untuk pembangunan LPKA baru, bukan

hanya untuk LPKA, tetapi juga lapas dewasa. Kondisi ini mengakibatkan beberapa



LPKA difungsikan juga sebagai lapas untuk orang dewasa. Seperti di LPKA
Tomohon Sulawesi Utaa yang tidak hanya ditempati anak, tetapi juga penghuni
dewasa pria dan wanita. Di LPKA Kotabumi Lampung, LPKA Pekanbaru dan LPKA
Wanita Tangerang, anak harus berbagi tempat dengan wanita dewasa, bahkan
seperti di LPKA Wanita Tangerang jumlah hunian dewasguh lebih banyak
daripada anak. Seluruh kondisi ini tentu saja berdampak buruk bagi kegiatan
pendidikan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, harus berbagiferhatian dengan
penanganan orang dewasa, karena penghuni dewasa tenyta secara psikologis
lebih berisiko tinggi dalam hal keamanan ketertiban dan melarikan diri.

Minimnya anggaran juga berpengaruh pada pemenuhan sarana prasarana
penunjang kegiatan pendidikan. Minimnya anggaran untuk” pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan=pendiddn di Ditjen PAS,
khususnya di LPKA. 19 lapas anak yang tersebar di Indonesia seharusnya
dilakukan pengawasan dan evaluasi serta, pemetaan setiap tahun secara
berkelanjutan. Letak lapas anak yang ! berada_diybeberapa wilayah Indonesia
membuat biaya evaluasimonitoring dan pemetaan menjadi relatif tinggi, namun
ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana“kegiatan pelaksanaan pembinaan

pendidikan dan kendala permasalahan yang nyata di lapangan.

3. Peserta Didik (Anak\Didik Pemasyarakatan)

Terlaksananyapendidkan di Lapas perlu juga dilihat dari kemampuan
peserta didik baik dari sisi psikologis maupun intelektualnya. Karena pada
kenyataannya, tidak, semua anak yang berada di dalam Lapas mempunyai
kemampuan dan mofivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan baiktii formal
maupun non formal. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor terhambatnya atau
tidak terlaksananya pendidikan bagi anak yang disebut juga Anak Didik

Pemasyarakatar?® Selain itu kemampuan intelektual anak yang tidak

59 Indonesia, Undan§ Undang Nomor 12 taun 1995 tentang Pemasyarakatan, diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3614.



memungkinkan untuk disamakan @&ngan anakanak lain pada umumnya dan masa
pidana yang pendek yang tidak memungkinkan anak tersebut untuk mengikuti
pendidikan formal atau kesetaraan. Alternatifnya mereka diikutkan pada
pendidikan keterampilan/lifeskill.

Seperti diungkapkan hasil penetian Lapas Anak Pria Tangerang dengan
Universitas Binus pada Tahun 2013 memberikan gambaran bahwa anakak yang
berada di dalam Lapas memiliki tingkat intelektual di bawah rataata. Artinya
kemampuan mereka untuk berpikir dan berkonsentrasi tidak bisa giaksakan
untuk menempuh pendidikan sesuai standar pada umumnya mengingat latar
belakang anakanak ini yang mayoritas adalah analanak /jalanan yang tidak
pernah mendapatkan pendidikan baik itu normanorma ataupun-etika dalam
perilaku kehidupannya. Untuk ituperlu didesain madelpendidikan yang memang
harus disesuaikan dengan kondisi intelektual mereka. Perlu adanya standar yang
khusus tanpa mengurangi esensi dari hakikat/pendidikan itu sendiri.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang dalam hal ini adalah petugd$?KA yang bertanggung jawab pada
pelaksanaan pembinaan anak,/yang salah satunya adalah pendidikan. Secara
kuantitas sebenarnya SDM yang ada termasuk cukup memadai, khususnya jika
dibandingkan dengan kodisi. lapas”dewasa yang rasio pegawai dengan hunian
sangat tidak seimbang dengan jumlah hunian. Menurut data dari Ditjen PAS, rasio
pegawai lapas anak dengan anak di lapas anak adalah sekitar 2 : 1 ( jumlah
pegawai 903/berbading 1435 anak). Data ini hanya terbatas pada rasio pegawai
dan anak dilapas anak, éddlum melingkupi anak dan pegawai yang berada di lapas
dewasa. Di atas kertas, secara kuantitas seharusnya tidak menjadi masalah berarti,
apalagi untuk hunian anak, ditinjau dari sisi keamanan memiliki risiko yang lebih
rendah daripada dewasa. Dengan kondisni seharusnya lagi pembinaan anak
lebih bisa terkonsentrasi. Namun pada kenyataannya masih sangat sulit untuk
mencapai hasil maksimal pendidikan anak, apalagi lapas anak yang fungsinya

bercampur untuk hunian dewasa.



Penempatan pegawai kurang mendukungeglaksanaan kegiatan pembinaan
pendidikan anak. Seharusnya pegawai ditempatkan lebih banyak di bagian
kegiatan pembinaan anak yang relatif sedikit, sehingga pelaksanaan kegiatan
administrasi bisa dilaksanakan oleh jumlah pegawai yang lebih sedikit.
Penempdan pegawai ini seharusnya bisa diatur dengan baik, karena ini masih
merupakan hak prerogatif Kepala lapas atau kalapas (bisa dilakukan mutasi
intern). Untuk pengkondisian ini dibutuhkan kepintaran dan keKuatan strategi
kalapas, bagaimana dapatnemanagepetugas lapas, dengan mengesampingkan
kepentingan individu masing z masing pegawai. Struktun yang ada harus bisa
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visi misi dalam pembinaaan pendidikan anakPola pikr seorangkalapas dalam hal
ini menjadi modal awal akan seperti apakah pelaksanaan perlakuan an&ecurity
minded atau Rehabilitation Minded Penitikberatan pada pelaksanaan pembinaan
dengan berbasis pendidikan harusnya menjadi, pilihan;"karena kasus anak adalah
hal khusus. Pendekatan kepada psikologisnya lebih penting daripada menjaga
mereka secara fisik agar mereka tidak melarikan diri, walaupun hal itu tidak bisa
dikesampingkan, namun persentasenya @eharusnya jauh lebih sedikit. Seperti
diketahui risiko keamanan jauh lebih” rendah daripada penghuni dewasa.
Penyebab anak gerpaksa nditempatkan di lapas, diasumsikan lebih kepada
kenakalan dan penyimpangan psikologis anak karena beberapa alasan, baik
sosiologis, ekongmis, lingkungan dll. Sehingga penyembuhan mereka did hanya
benar atau salah saja, nhamun lebih kepada pendekatan jiwa mereka sebagai anak
yangimelakukan kenakalan.

Dengan/ berlakunya UU SPPA, struktur dalam LPKA dan LPAS pun akan
berubah, dan lebih menitik beratkan pada pembinaan anak, khususnya pendidn.
Menciptakan tempat hunian Anak sebagai tempat rehabilitasi yang berbasis
pendidikan, tentunya konsep yang diusung harus bernuansa pendidikan. Menjadi
sekolah yang khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, diharapkan dapat
meghasilkan output yang sindar kualitasnya sama dengan pendidikan anak di

luar lembaga. Untuk menghasilkan peserta yang berkualitas, tentunya dibutuhkan



tenaga pembimbing dan pengajar yang berkualitas pula. Salah satu kendala bagi
pelaksanaan pembinaan anak berbasis pendidikandalah kualitas SDM pegawai

yang belum mencukupi kebutuhan anak. Saat ini yang terjadi pegawai lapas
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O E A A E mehjadA situasi yang menjadi alasan pemberdayaan pegawai lapas
menjadi guru. Tapi itulah yang terjadi selama ini. Walaupun tidak menutupi fakta
bahwa terdapat beberapa pegawai yang mempunyai kemampuan menjadi
pendidik dan telah dididik menjadi tutor, tetapi persentasenya sangat kecil sekali,
belum lagi ditambah dengan ingégritas dan kemauan pegawai lapas yang kurang
dalam melaksanakan pendidikan anak, dengan alasan yang balik lagi tidak
memiliki kemampuan atau tidak memiliki dasar pengajar. Walaupun sebenarnya
bisa dipelajari. Meskipun demikian tidak bisa dipersalahkan semuhnya, karena
yang paling baik menjadi tenaga pengajar adalah pengajar yang mempunyai dasar
pendidikan, atau lebih tepatnya orang yangy, berprofesi sebagai pendidik dan
memang seharusnya kerjasama dengan 'diknas harusnya bisa menjadi salah satu
solusi minimnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar bagi anak.

Mayoritas perspektif petugas, terhadap “anak yang ditempatkan di lapas
masih sama dengan orang/dewasa. Anak dianggap orang tersesat yang harus
bertanggungjawab‘atas perbuatannya. Program pendidikan yarsgidah berjalan di
Lapas Anak dilaksanakan atas dukungan atau kerjasama dengan pihak lain, ada
juga yang bersifat mandiri.”"Pada umumnya untuk tenaga pengajar/tutor adalah
dari petugas/Lapas itu sendiri. Untuk pembinaan rohani/keagamaan melibatkan
tokoh-tokoh agama yang dengan sukarela memberikan pengajaran agama kepada
anak-anak tersebut. Tentunya sangatlah penting untuk mendatangkan ataupun
tersedianya tenaga pengajar yang memang bendenar berkompeten dan
mempunyai latar belakang pendidik. Hal ini merupkan salah satu faktor
pendukung terselenggaranya pendidikan bagi anak di Lapas. Dalam pelaksanaan
kegiatan pendidikan keterampilan, instruktur keterampilan yang dimiliki sangat

terbatas, bahkan dibeberapa lapas sangat bergantung dengan kepedulian pihak



pemerintah terkait atau LSM dan yayasan yang peduli, padahal itu sifatnya

kebanyakan temporer dan tidak rutin.

5. Tenaga Psikolog

Walaupun persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan penghuni dewasa,
tetap saja Anak harus mendapatkan perlakuan khusus. Justkarena jumlah yang
relatif sedikit seharusnyalah menjadikan kendala pembinaan anak lebih minim.
Anak adalah kondisi khusus dengan perlakuan yang khusus juga.~Mengapa anak
berkonflik dengan hukum adalah situasi yang harus menjadi pertimbangan dan
bahan dabhm menyusun rancangan pemberian pendidikan bagi“seorang anak
untuk mendukung pengkondisian ini tenaga khusus seperti psikologis adalah wajib
untuk anak di setiap lembaga penempatan anakusepertimlapas anak. Untuk
mendekati jiwa sensitif anak, psikolog adala orang yang lebih tepat melakukan
pekerjaan itu, walaupun pada pelaksanaannya pegawai lapas sering berperan
dalam posisi ini. Permasalahannya tidak semua’lapas memiliki tenaga khusus ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan AUNICEF dan Pusat Kajian
Kriminologi Universitas Indongsia, bahwa anakz anak dalam lapas tetap
merasakan dan mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik dan verbal, serta
kekerasan psikologis, baikhyang diterima oleh sesama penghuni maupun dari
petugas. Perkembangan yang memprihatinkamadalah dijumpainya anakz anak
yang memperlihatkan perilaku orang mengalami gangguan jiwa seperti berteriak
teriak sepanjang, hari dan malam, mengamuk dan mengalami depresi dan stress.
Selain ity jugadijumpai petugas yang mengalami gangguan perilaku sep bicara
sendiri“terus menerus, ikut campur dalam pembicaraan tanpa tahu konteks,
berjalan mondar - mandir tanpa tujuan sambil berbicara kera$® Semua ini
memperlihatkan bahwa lingkungan Lapas sangat tidak kondusif, tidak hanya bagi
penghuni anak tetap juga petugasnya. Faktaz fakta seperti ini semakin
memperkuat dibutuhkannya tenaga psikolog di setiap &pas anak, bukan hanya

untuk kepentingan kebutuhan psikologis anak tetapi juga untuk petugas yang akan

®® UNICEF, Op.Cit.



bertanggung jawab dalam penanganan Anak tersebuPermasalahannya adalah
tidak semua lapas memiliki tenaga psikolog.
6. Tenaga Medis dan Paramedis

Selain kesehatan jiwa, kesehatan fisik secara keseluruhan juga berpengaruh
DAAA EAOEADPAT AT AE 1 AT CEEOOE DAl AET AAT E
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salah satu pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan pembinaan Anak di LPKA.
Namun sayangnya tidak semua lapas memiliki tenaga medis dan,para medis

seperti di dokter dan perawat.

7. Standar Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan bagi Anak yang_ditempatkan di Lapas belum
memiliki standar yang sesuai dengan karakteristiknya. ‘Saat ini Ditien PAS baru
menyusun Standar Pendidikan Nonformal Bagi Anak;"hamun belum diujikan dan
dilegalisasi. Lamanya proses terwujudnya satu standar pendidikan berpengaruh
pada penerapan standar ini dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak,
khususnya di LPKA.

Minimnya anggaran mengakibatkan penyusunan standar yang berkaitan
dengan kebutuhan pendidikan anak diLPKA dilakukan satu demi satu. Dalam
rancanganDraft Rencana Induk implementasi Undang Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak difLingkungan Kementerian Hukum dan HAM, beberapa hal yang
berkaitan erat dengan pelaksanaan pembinaan pendidikan bagi anak akan
termasuk pada Peta jalanrpad mapprogram penyusunan Kebijakan Implementasi
UU SPPA berkaitan /dengan pelaksanaan pendidikan anak, yang akan dilakukan
pada tahun2015z 2019 adalah :

a. Roadmap Tahun 2015

1 Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan LayanKhusus bagi Anak
di LPAS dan LPKA

1 Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di
LPAS dan LPKA

1 Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS
dan LPKA



1 Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Kus bagi Anak di
LPAS dan LPKA

1 Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di
LPAS dan LPKA

1 Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan

LPKA

Bimtek modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA

Bimtek TOT modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan

LPKA

1 Bimtek TOT modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di

LPAS dan LPKA

Bimbingan Tekhnis SOP Pelaksanaan Tugas Tenaga Instruktur

Roadmap Tahun 2016

7 Nihil
c. Roadmap Tahun 2017

= =4

T =

Penyusunan Standar Kerjasama dalam rangka’kerjasama pendidikan
Penyususnan Model Kerjasama Pendidikan

Bimtek modul pendidikan keterampilan bagi Anak di LPKA dan LPAS

= =/ =2 =2

Bimtek Modul Kompetensi

d. Roadmap Tahun 2018

Bimtek modul Pendidikan Karakter bagi Aak di LPAS dan LPKA

Bimtek modul Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA

Bimtek model Kerjasama Pendidikan

Bimtek TOT modul Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPKA dan LPAS
Bimtek TOT modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA

= =/ =2 =4 A -2

Bimtek.dan sosialsasi Penyelenggaraan Kepustakaan pada LPKA dan LPAS
e. Roadmap Tahun 2019

1 Bimtek TOT modul pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA

1 Bimtek TOT modul Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA

1 Bimtek TOT modul kerjasama pendidikan

8. Hubungan lintas kerja sama dengan stakeholder kurang berperan besar .
Pembinaan Anak berbasis pendidikan di LPKA dan lapas dewasa yang

dihuni oleh anak, tidak dapat dilaksanakan oleh lingkup Pemasyarakatan saja.



Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait, khususnya dari Kenrgerian
Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI), yang berwenang dan
berkompeten dalam bidang ini.

Hasil pemetaan lembaga pemasyarakatan anak pada tahun 2011 dan 2012,
menunjukkan bahwa kerjasama dengarstakeholderkurang terjalin baik. Ini bisa
diakibatkan kurang perhatiannya pemerintah daerah setempat dan LSM, atau bisa
jadi kurangnya usaha dari pihak lapas untuk menginformasikan kebutuhan,
khususnya pendidikan kepada mereka. Menyerah pada keadaan anggaran
pendidikan yang minim dan hanya menungu perhatian darispemerintah, bukanlah
situasi yang seharusnya terjadi. Sekali lagi bahwa kecerdasan,dan‘kemauan pihak
lapas untuk menjalin kerjasama dan meyakinkarstakeholder adalah misi yang

harusnya tidak berhenti untuk dilakukan.

9. Kekuatan, Kelemahan , Peluang dan Ancaman

Berikut faktor-faktor yang menjadi, kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman yang diidentifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak di
Lapas. Dari faktor internal kekuatannya terletak pada Landasan huklum yang jelas
tentang hak pendidikan, Jumlah, anak didik pemasayarakatan, Risétet tentang
pendidikan bagi anak difLapas. Kelemahannya terletak pada Latar belakang anak
secara psikologis danintelektual motivasi belajar pada anak yang rendah, sarana
dan prasarana yang terbatasgnggaran, tenaga pendidik, fasilitas belajar mengajar,
jumlah lapas/Anak). Faktor eksternal, peluang bisa didapat melalui kerjasama
antara lain MoU Kemenkumham dengan Kemendiknas, Perjanjian dengan instansi,
LSM/Yayasan Sosial, Membuka akses bagi Lembaly&0O dalam dunia pendidikan.
Di bidang ‘pengembangan, sedang dikembangkan model pendidikan anak yang
sesuai dengan kebutuhan anak. Di bidang pemberdayaan, banyak sumber daya
masyarakat yang concern terhadap hakak anak. Sementara Faktor ancaman
adalah sulit didapatnya ijasah pendidikan formal/kesetaraan dan kurangnya

koordinasi antara instansi yang menangani pendidikan. Diperlukan harmonisasi



regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak dan efektivitas dan
efisiensidari sumber daya yang tersedia.
BAB IV

MODEL PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
DI BEBERAPA NEGARA

A. MALAYSIA

Malaysia ddam menangani Anak yang berkotik dengan hukum
menggunakan pedomanThe Child Act 2001Malaysia lebih menggunakan Sistem
Inggris dalam pendekatan kepada Anak yanbermasalah dengan hukum, yang
masih berfokus pada hukum formal dimana anak”yang. melanggar hukum akan
berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan.,yang berujung pada rehabilitasi
di institusi untuk Anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malai telah
menetapkan beberapa perlindugan yang penting.untuk menjaga keselamatan anak
yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses’penangkapan dan penahanan

hingga penempatan mereka ke institusi.

Anak z anak yangnberada,dalam tingkat penahanan termakutinggi.
Sebenarnya kodisi int kurang befimbas baik, selain memakan biaya negara, yang
terpenting juga dapat.berdampak pada tingginya tingkat residivisme. Persidangan
anak dipisahkan dari orang dewasa, dan dalam satu minggu disiapkan hari khusus
untuk persidangan=anak, untuk melindungi partisipasi anak dan orang tua,
persidangan yang ramah anak dan tidak mengintimidasi.

Malaysia telah membuat progress di beberapa tahun terakhir dalam
meningkatkan pengawasan berbasiskan masyarakatgmmunity based supersion
) dan program rehabilitasi untuk anak terutama melalui pengenalan workshop
interaktif. Malaysia juga telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi
penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya institusi
dengan tingkatkeamanan rendah [ow security facilitiesdibawah tanggung jawab

Jabatan Kebajikan Malaysia/JKM(Departemen of Social Welfare}dan pusat



koreksional di bawah tanggung jawab Jawatan Kepenjaraan. Di semua institusi
penjara, anak pria yang berkonflik dengan lkum sudah sepenuhnya terpisah dari
orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada ditempatkan bersama
dengan wanita dewasa.
JKM dan Deprtemen Kepenjaraan telah membangun program pendidikan
dan pelatihan vdkasional yang didesain untuk membimbing Anakuntuk kembali
ke masyarakat setelah mereka bebas. Kolaborasi Jabatan Kepénjaraan Malaysia
dan Kementerian Pendidikan merupakan langkah maju pemerintah, Malayasia
dalam usahanya memenuhi kewajiban terhadap sesuai deng&onvention on the
Rights of Child.JKM dan Jabatan Kepenjaraan dalam pendekatan pembinaan
kepada Anak, masih menggunakan cara yang berdasarkan ‘pada kedisiplinan,
pelatihan keterampilan dan keagamaan. Belum ada.pembinaan dengan pendekatan
individu. Secara umum semua intitusi penjara anak tedtas kemampuannya untuk
pembinaan individu. Untuk memfasilitasi« reintegrasi anak dan mencegah
pengulangan pidana, anak yang bebas dari penjara menjalankan tambahan satu
tahun di bawah pengawasan dari petugagrobation.
a.l. Sistem Peradilan Pidana Malaysi a : Hukum, Struktur dan Proses
The Child Act 2001 mulai diberlakukan pada Agustus 2002. Undang

undang ini merupakan ggabungan "dari 3 undang undang sebelumnya vyaitu
*OOAT ET A #1,0006 ' AOh #EEIT A 001 OAAOQGET I
1973. Child Act menangani 4 kategori kepentingan angkanak, yaitu :

1) Anak berkebutuhan perawatan dan perlindungan

2). Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi

3) Anakbeyond control anak nakal

4) Anak berkonflik dengan hukum

Child Act2001 fokus pada strukur, proses dan prosedur untuk menangani
secara responsive anak yang melanggar hukum. Part X da&hild Act 2001
menetapkan prosedur khusus bagi anak dalam penangkapan, pembayaran uang
penangguhan tahanan, persidangan dan penghukuman, seperti ditegaskaada

peran dan tanggung jawab polisi, petugagrobation, pengadilan anak dan institusi



Z institusi lain yang terkait. Sesuai dengarsection83(1) pada undangz undang
tersebut, Anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena berbagai pelanggaran
harus ditangani menurut ketetapan dariThe Child Act 2001 berbeda dan lebih
baik daripada yang diterapkan bagi orang dewasa.

Pada The Child Act 2001menetapkan definisi Anak yaitu, orang yang
berusia di bawah 18 tahunThe Penal Codsection 82 menyatakan anak usa 107
12 tahun tidak dituntut tangung jawab atas perilaku kejahatannyalhe Child Act
menetapkan prosedur khusus yang harus diikuti secara patuh 'dalam hal
penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anakgSection 84 pada undang
undang ini menyatakanbahwa anak yang ditangkap, harus dibawa ke pengadilan
Anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak
dengan penangguhan penahanan yang dijamin olehverangstuanya (dengan atau
tanpa kewajiban mendeposit uang tunai) sejumlah yang nmeirut pengadilan
cukup untuk menjamin anak tersebut akan<kembali'ke pengadilan. Jumlah uang
yang dijaminkan sekitar RM 1000 s/d RM, 3000.ntuk anak yang bukan warga
negara Malaysia atau anak yang tidak memiliki dokumen yang jelas sulit untuk
mendapatkan peangguhan depgan, jaminan. Biasanya mereka ditahan sambil
menunggu proses pengadilan. Pada saat anak yang melakukan pelanggran hukum
ditangkap, polisi akan sesegera  mungkin menghubungi petugas probation dan
orang tua atau walinya.

Malaysia /saat) ini" tidak nemilki program atau menerapkan Diversi,
termasuk untuk pelanggaranz pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas ,
perkelahian dan “ lainlain. Untuk kejahatankejahatan kecil polisi sering
menggunakan 'diskresi. Terkadang polisi juga menjalankan canamediasi untuk
untuk dua“belah pihak yang bermasalah, daripada memproses anak tersebut.
namun cara ini masih terbilang tidak efektif

Proses pemeriksaan anak berhadapan hukum dapat dijelaskan dalam
flowchart dibawabh ini:

Proses Pemeriksaan Anak Berhadapanegan Hukum(Gambar 1)
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a.2. Pelaksanaan Pembinaan bagi Anak yan Berkonflik dengan Hukum
PadaThe Child Act 200Xerdapat 4 (empat) tipe institusi yang berbeda
bagi Anak yang melanggar hukum, dengan tiingkat pengamanan yang bervariasi:
1. Probation*hosels(Asrama)
Probation Hostels / Asrama ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Wanita,
Keluarga dan Pengembangan Masyarakat. Peraturan, pengelolaan dan inpeksi
oleh JKM. Pelaksanaannya dipedomani oléfhe Probation Hostels Regulation
1982
2. Sekolah Tunas Batk (STBS)



The Child Acimenetapkan bahwa STBs didirikan untuk pendidikan, pelatihan
dan penahanan anak. STBs dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan
Masyarakat (Minister of Social Welfere),dan peraturan pengelolaan dan
inspeksi oleh JKM, dengan pexinan The Approved School Regulations 1981
3. Henry Gurney Schools
Henry Gurney Schooldioperasikan oleh Jabatan Kepenjaraan dengan tingkat
pengamanan lebih tinggi dari STBs. Kegiatan diselenggarakan/dengan pedoman
The Henry Gurney School Rules 1949
4. Penjara
Anak yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di sebuat Pusat'Rehabilitasi
Pemuda (Youth Rehabilitation Centre) yang dilaksanakan” oleh Jawa
Kepenjaraan. The Child Act 2001menetapkan _dahwa sgorang anak yang
dipidana penjara tidak akan diijinkan untuk behubungan atu digabung dengan
narapidana dewasa. Terpisah dari perlindungan®dmum ini, perawatan dan
pembinaan bagi anakz anak tersebut dikendalikan olehThe Prison Act 1995
yang menetapkan bahwa seseorang berusia 214ahun ke bawah disefut) | O OE
offended 6 8
Malaysia saat ini memiliki,11Probation Hostelg3 untuk wanita dan 8 untuk
pria) dan 9 STBs/(6. untuk pria da”3 untuk anak wanita) yang dijalankan oleh
Jabatan  Kebajikan * \Masyarakat. 2 Henry Gurney School dan 6
pelaksanaannya‘dbawah kendali Jabatan Kepenjaraan. Pengawasan pada fasilitas
Z fasilitas ini/dilaksanakan inpeksi secara rutin oleh JKM / Jabatan Kepenjaraan
dan kunjungan secara periodik oleh Dewan Pengunjung daBuruhanjaya Hak
Asasi Manusia (SUHAKAM). Dalam kunjungaya mereka merespon komplain dan
mereka juga dapat mengunjungi, menginpeksi dan bertemu dengan analanak
tersebut. Walau bagaimanapun SUHAKAM tidak serta merta memilki kewenangan
untuk berkunjungan tanpa pemberitahuan atau mengunjungi anak anak tersebut
secara pribadi. Catatan yang mereka buat dilaporkan pada kementrian yang
bersangkutan dan termasuk laporan tahunan yang dilaporkan ke parlemen

a.2.1. Probation Hostels



Probation Hostelanelayani anak dalam masa penahanan, anak yang transit
menunggu perlihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12
bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau tindakan diluar kontrol
(beyond control) Tempat ini secara umum lebih kecil daripada STBs dengan
kapsitas antara 50 dan 80 anakProbation Hostelsumumnya beroperasi dengan
jumlah hunian di bawah kapasitas dan mayoritas jumlah anak anak yang
ditempatkan adalah anakz anak tahanan daripada analk anak dengan hukuman
percobaan. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur, hanya 3 dari 15 anak yangshestus
pidana percobaan dan di Johor Baru, hanya 7 dari 20ganak yang berketetapan
pidana percobaan. Johor Baru barg baru ini telah menyelesaikan pengerjaan
konstruksi probation hostel yang baru dengan kapasitas untuk 200 erang.

Probation Hostelsecara unum memiliki jadwalsrutin kegiatan untuk anakz
anak, yang terdiri roll call secara periodik, latihan baris berbaris, pendidikan,
pelatihan, kegiatan keagamaan, olahraga, rekreasi dan“waktu bersantai. Para staff
memberikan perhatian penuh terhadap |pelaksaaan kegiatan dan programgz
program untuk menjaga agar anak anak tersebut menetap. Anak yang bersekolah
diprioritaskan untuk ditempatkan di Probation Hostels memungkinkan untuk
diijinkan melanjutkan pendidikannya di Sekolah regular di luarProbation Hosels.
(walaupun, secara‘umum jumlahnya masih sedikit)

a.2.2. Sekolah Tunas Bakti (STBS)

STBs melayanianakpelanggar hukum, anakeyond controldan terkadang
anak z anak tahanan. Umumnya fasilitas kapasitas STBs untuk 100 sampai dengan
200 anak, lebih bear daripada Probation Hostels Anakz anak yang tidakterdaftar
pada sekolah- sekolahdisediakan pendidikan dasar Membaca dan Menulis (Kelas
Intervensi “Awal Membaca dan Menulisz KIA 2M) dan beberapa pelatihan
keterampilan. Fasilitas pelatihan di STBs leb banyak dan lengkap daripada di
Probation Hostels utamanya pada kegiatarny kegiatan dasar, keahlian praktis
seperti pemotongan rambut, berkebun, perikanan, memasak dan kelas musik.
Institusi ini juga menjadwalkan kegiatan keluar dengan masyarakat secaregular

untuk nonton, berolahraga, pertandingan olahraga dan lain lain. Saat ini terdapat



9 STBs di Malaysia. Mayoritas anakanak di STBs berusia di antara 1% 18 tahun,
terkadang terdapat juga anak anak berusia 10z 12 yang diijinkan untuk tinggal.

Sama denganProbation Hostels anak- anak di STBs mengikuti program
rutin yang terstruktur, termasuk pertemuan pagi, roll call regular dan latihan
baris-berbaris, pendidikan dan pelatihan vokasional/keterampilan, kegiatan
keagamaan dan rekreasi atamasa santai. Beberapa STBs, termasuk Sg Lereh in
Melaka dan STB Marang di Terengganu, menawarkan sekolah forfirahouse yang
i ATUAAEAEAT EAI AO OET CEAO 0-2-AAT 30-h
yang buta huruf.

Program pendidikan formal bisa dilatakan baik denga ‘guruz guru
berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum
yang sama seperti pada Sekolah Negara. Anakanakstersebut juga mengikuti
ujian yang sama dengan anak anak di masyarakat luar dengan status yansama,
sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada,yang menunjukkan bahwa mereka
bersekolah di STBs.

Untuk anak z anak yang tidak mengikuti pendidikan formal, kebanyakan
STBs menawarkan prograny program pelatihan-keterampilan, termasuk keahlian
Z keahlian seperti berkebun; peternakan, mekanik motor, membuat furnitur,
pengelasan, konstruksi,/kelistrikan (untuk anak lakz laki), menjahit, membatik,
serta memasak (untuk‘anak wanita).

Probation/Hostelslan”STBs, keduanya dipimpin oleh seorang kepala (kepal
penjara / kepala, sekolah) yang dibantu oleh sekelompok orang darivelfare
assistant , instruktur keagamaan, guru, penjaga keamanan dan stagf staf
pendukung lainnya. Kebanyakan STBs memilki staf konseldull-time, sedangkan
probation “hostels menganddkan dari kunjungan konselor distrik. Welfare
assstants berasal dari berbagai macam latar belakang beragam.

Probation Hostelsdan STBs mengikuti proses admisi / proses masuk
umum yang sama. Saat anak memasuki intitusi tersebuiVelfare Assistants
mewawancarai anak dan mencatat keterangan dari anak tersebut, termasuk latar

belakang keluarga, kondisi kesehatan dan status pendidikan. Dokumen



pribadi/individu dibuka untuk melihat perekembangan anak dan mencatat semua

perkembangan atau permasalahan kedisipan. Bagaimanapun, tidak ada

assesmen indivdu atau rencana pembinaan tertulis individu, terpisah dari

beberapa pembuatan keputusan sehubungan dengan pendidikan dan pelatihan
keterampilan.

Umumnya anakz anak di Probation Hostelsdan STBs menjalani progrem
umum yang sama, dengan tidak menyelenggarakan pendekatan, individu untuk
pembinaan atau rehabilitasi. Beberapa Asrama dan STBs memiliki program
motivatif secara periodik, seringkali dilaksanakan dengam»dukungan dari Komite
Kesejahteraan Anak(Child Welfae Committeesptau Dewan Kunjungan(Board of
Visitors).

Di STBs, konselor juga menjalankan kegiatany, periadik kerja kelompok
dengan berbagai tema seperti, penghargaan diri, pengembangan diri, rencana
masa depan, membangun kepercayaan dan<penghormatan kepaldukum. Mereka
juga berbicara kepada anak anak tentang.masalah*mereka dengan keluarganya.
Namun, tidak ada modul atau pendekatan standar. Pada banyak bagian
pendekatan rehabilitasi berpusat disekitartkedisiplinan, keagamaan dan pelatihan
keterampilan, dengan beberapakonseling individu jika anak mengalami kesulitan
personal.

Kepala dan staf, dari Institusi tersebut memandang bahwa pelatihan
tambahan dan/ menerapkan model rehabilitasi internasional akan lebih
menguntungkan., Mereka mencatat kebutuhanz kebutuhan penting untuk
mengerti® lebih balk perkembangan remaja, bagaimana berurusan dengan
permasalahan tingkah laku anak, baganana menangani anaky anak yang kasar
atau agresif dan bagaimana mengerti dan menolong anak untuk mengatasi
permasalahan perilakumereka secara spesifik.

Probation Hostelsdan STBs relatif memiliki tingkat pengamanan rendah
yang sama dan anak anak umumnya bebas untuk pergi berjalan, berkeliling
seharian. Anakz anak yang pergi ke sekolah di masyarakat dijinkan untuk pergi

setiap hari, sementara anakz anak lain keluar intitusi pada kegiatan tamasya



kelompok. Anakz anak tahanan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tamsya ini.
Sementara itu areaProbation Hosteldidak seluas seperti di STBs. STBs di Taiping

memiliki luas yang sangabesar, hampir sama seperti area kampus.

a.2.3. Henry Gurney Schools

Malaysia saat ini memiliki 3 (tiga) Henry Gurney Schoqglsatu untuk anak
wanita dan anak pria di Melaka, satu untuk anak wanita di Kota Kinabalu dan satu
untuk anak pria di Keningau, 8bah. Pada umumnya sekolahn sekolah-inimemiliki
area yang luas, dengan kapasitas kurang lebih untuk®300 murid. Anak yang
ditempatkan di sini adalah pelaku pelanggaran yang berusia, antara 14 sampai
dengan 21 tahun, maupun anak yang sedang dalam penahanmgaranakOA AUT T A
AT T Owahgl dkirim dari STBs yang telah berulangykali melarikan diri atau
memilki permasalahan perilaku yang sangat serius, biasanya terjadi pada anak
anak wanita.

The Henry Gurney Schooliijalankan oleh.dJawatan Kepenjaraan dengan
tingkat pengamanan yang lebih tinggi dan disiplin dibandingkan dengan fasilitas
JKM Probation Hostelsdan STBS). nstitusi ini“biasanya memilki area yang luas,
dengan ruang terbuka hijau; walaupun dikelilingi oleh penjagaan pengamanan
bersenjata. Tempattinggal anak z anak tersebut bergaya asrma, yang dibagi di
rumah z rumah yang diawasi oleh seorang kepaala rumathouse master).Tidak
seperti sistem pada erang dewasa yang lebih berfokus pada pengamanan, The
Henry Gurney Schools mendorong hubungan yargbih dekat (one to oneantara
kepala ramah dengan anak anak tersebut.

Henry Gurney/ Schooldidisain dengan modelBritish Borstal, dan seperti
pada fasilitas JKM, pendekatan yang diterapkan adalah kedisiplinan, rutinitas yang
ketat, kegiatan keagamaan da pelatihan keterampilan. Juga dikembangkan
keahlian kepemimpinan dan olah raga olahraga yang ungul.
$E OAEOT c¢mnmyh *AAAOAT +APATEAOAAT 1 Al CA
rehabilitasi integrasi bagi, yang melipti 4 (empat) fase, ydtu :

1. Phase 1 @ bulan) Orientation and Discipline Building



Pada tahap ini anakz anak diarahkan untuk mengerti peraturan sekolah dan
mengikuti kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan

baris berbaris untuk membangun kedisiplinan
2. Phase 2 (67 12 bulan) Character Reinforcement

Fase ini menerapkan modelTherapeutic Community (TCuntuk pengembangan
kepribadian. Pada tahap ini termasuk juga sesi konseling, pendidikan moral,
komunikasi keagamaan dan pendidikan akademik. Program akademik, mengikuti
kuriku lum yang berlaku di sekolah negeri, dengan guruf‘guru yang ditunjuk oleh
Kementerian Pendidikan.

3. Phase 3 (67 12 bulan) Skill Building

Pada fase ini, Anak lakig laki dapat memilih program-pelatihan keterampilan
bersertifikat melalui Malaysian Skill Certitate” atau, Program CIDB. Prograny
programnya adalah Pengelasan, penjahitan, kelistrikan, konstruksi, pertamanan,
maupun kegiatan keterampilan yang tidak< bersertifikat, seperti laundry,
pertukangan dan memasak. Untuk analk anaksfwanita sekolah menawarkan
kursus pertamanan, memasak, mejahit_dan batik. Kegiatan keagmaan, konseling
dan olahraga terus berlanjut padatahap ini.

4. Phase 4 (6 bulan)

Pada tahap ini/anakz anak disiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat
dengan bekerja sukarela di luar institusisekolah. Setiap anakz anak di Henry
Gurney /Schoomemiliki dokumen pribadi dan setiap perkembangannya dicatat,
dievaluasi, setiap 3 bulan. Di luar kegiatan keterampian, secara umum anak anak
mengikuti “program pembinaan yang sama. Semua personil sekolatelah
mendapatkan pelatihan konseling, namun tetap saja mereka belum cukup keahlian
untuk menjalankan pembinaan secara individu atau pendekatan perubahan
perilaku. Semua staf mendapatkan pelatihan umum melalui Akademi Koreksional,
namun tidak mndapatkan péajaran spesifik tentang Putra Model untuk menangani

narapidana/tahanan anak.



Perkembangan anak terdiri dari berbagai tahap, tergantung pada perilaku
dan performa mereka. Anak yang mendapatkan tingkat yang lebih tinggi akan
mendapatkan hak z hak istimewa seperti penambahan uang saku dan cuti
mengunjungi keluarga. Mereka juga dapat ditunjuk menjadi ketua kelompok atau
kapten sekolah. Analg anak yang melanggar peraturan atau berperilaku tidak baik
akan turun tingkat dan kehilangan semua hakz hak istimewanya dan
memungkinkan juga diberi hukuman seperti baris berbaris, bersilz bersih,
ditempatkan di ruang isolasi paling lama 14 hari sampai dengan- pembatasan
makanan.

Kunjungan keluaga ditentukan berdasarkan tingatan /, level anak yang
bersangkutan pada sigem ranking. Anak yang berada pada“leveDA OT x 1 6
diijjinkan 1 jam 45 menit setiap dua minggu dan dapatimengirimkan 1 surat setiap
minggu. Menurut aturanHenry Gurney Schoolsvel dasar ini (brown level) tidak
dapat dibatasi apabila anak mendapatkan hukman."/Anak yang sampai pada level
blue akan diijinkan untuk berkunjung 5 hari ke kota®Malaka dengan keluarganya,
maupun cuti 7 hari tinggal bersama keluarganyas Hampir semua anak secara
teratur dikunjungi keluarganya, Kecuali yang tempat tinngggalnya jauhPara staff
juga pro aktif untuk menghubungi keloarga mereka apabila keluarganya tidak
teratur berkunjung., Sayangnya“ belum ada dana khusus untuk membiayai
transportasi keluarga yang miskin untuk berkuunjung.

a.2.4. Juvenile Correctional Centres (JCC)

Institustini membina anak lakiz laki tahanan dan narapidana berusia 14
sampai dengan 21 tahun. Anak berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah
dari anak berusia 1821 tahun, untuk menghindari bullying atau eksploitasi
terhadap anakz anak yang lebih kedi Anak wanita saat ini masih ditempatkan
bersama wanita dewasa, walaupun begitu mereka tetap ditempatkan terpisah.
Saat ini JCC yang baru sedang dibangun khusus untuk anak wanita dan anak pria.
JCC memiliki tingkat pengamanan tinggi, sama dengan standagnjara. Terlepas
dari kewajiban untuk menempatkan anak terpisah dari orang dewasda,he Prison

Act tidak memuat secara khusus tentang perawatan dan pembinaan bagi



narapidana anak. Personil petugasnya merupakan rotasi antara penjara anak dan
dewasa. Pelatilan yang diberikan di Jawatan Akademi Koreksional hanya berupa
kursus singkat, dan bukan kursus yang khusus untuk menangani narapidana anak.

Model pembinaan yang diberikan sama dengan yang diterapkan Hienry
Gunrey Schootermasuk evaluasi dan penentuandvel, serta bentuk penghukuman.
Pada awalnya kegiatan pendidikan di JCC hanya berbentuk pendidikan informal,
dimana tenaga pengajarnya berasal dari tenaga sukarelawan, pensiunan guru dan
kelompok masyarakat serta NGOs. Di akhir tahun 2007 Jawatan Kepengamna
mengadakan pendekatan ke Kementerian Pendidikan untuk membentuk’ sistem
pendidikan formal untuk anak z anak pelanggar hukum. Di tahun 2008®) 1 OACOE 0
3 A E i diterapkan di JCC darHenry Gurney SchooSeluruh fasilitas pendidikan
dan guru z guru berkualifikasi dipenuhi dan _ditunjuk eleh Kementerian
Pendidikan. Pelajaran yang diberikan Forms 36, juga kelas 3M. Kementerian
Pendidikan membiayai secara penuh dalam hal“penempatan gury guru
berkualifikasi, maupun dana untuk bukuz buku dan*kebutuhan belgar mengajar
lainnya. Semua guru yang akan mengajar dirtegrity School diwajibkan untuk
i ATCEEOOE EOOOQOG, 1 (EAOE O OEAT OAOGE bDAT EA

Nama O) T O A C E/Qyhng Mildrikah Wigesuaikan dengan nama JCC,
seperti Kajang Integrity School, Sg Petani IntetyiSchooldanlain-lain. Banyak anak
yang merasakan sekolah dintegrity school lebih baik, daripada saat di luar
penjara. Hal ini/disebabkan karena gurw guru di Integrity Schoolmemberikan
perhatian dan pembimbingan yang lebih baikintegrity Schooldirasakan memiliki
dampak/ pada, peningkatan kualitas pendidikan anak. Walaupun tetap ada
tantangan mengenairendahnya minat beberapa anak terhadap pendidikan formal,
lemahnya anak dalam memahami pelajaran yang diberikan, juga minat anak yang
lebih besar terhadcap pendidikan keterampilan karena pertimbangan keuntungan
materi.

Selain Integirity Shool JCC juga menyelenggarakan program pelatihan
keterampilan sama sepertiHenry Gurney Schoohnak z anak yang telah lulus pada

setiap tingkat pendidikan dapat melajutkan pendidikan ke tingkat yang lebih



tinggi. Di Kajang Integrity SchoolUniversitas terbuka telah menawarkan 10 kursi .
Beasiswa juga disediakan bagi narapidana anak oleh Universitas Malaysia dan
Universitas Islam Malaysia. Untuk mengembangkan fas#is, Kajang Integrity
Schooltelah mulai melibatkan NGOs, pelajar dan kerjasama dengan sponsor untuk
mengembangkan programz program pendidikan bagi narapidana muda. Melalui
kerjasama kemitraan dan kerjasama dengan Kementrian llmu, tekhnologi dan
Inovasi, Kajang telah memilki fasilitas komputer dan anakz yang yang telah
diseleksi untuk mengikuti program pelatihan e-skill dalam multimedia dan
perangkat computer.

Malaysia @re menyelenggarakan bimbingan agama,, kelas ‘'musik dan
character building. Program Chareter Building dilakukan tiga kali“per minggu
lebih dari 16 minggu, fokus pada nilaiz nilai, tanggung jawab, kepemimpinan,
kesetiaan dan rencana masa depan. Universitas Malaya menjalankan program
kemasyarakatan bekerjasama dengan Jawatan Kepenjaraan. Bel&erjasama
dengan beberapa universitas, juga dijalin,_kerjasama dengan NGOs, yang telah
mendanai pemenuhan perpustakaan, televisitdan perlengkapan audio visual serta
komputer, juga menyediakan fsilitasikesehatan dan pelayanan batuan hukum .

Integrity schal dan programgz program lain sangat diapresiasi baik oleh anak
anaknya maupun petugas penjaranya. Interaksi yang lebih banyak dengan orang
orang di luar institusi-berpengaruh positif pada perkembangan perilaku anak.
Program z program yang diberikan singat bermanfaat bagi proses rehabilitasi

anak dan mengurangi kemungkinan pengulangan tinak pidana.

B. FILIPINA

Sistem peradilan pidana di negardFilipina dilaksanakan Dewan Keadilan
dan Kesejahteraan bagi AnaKJuvenile Justice dan Welfare Council (JJWaitu
Dewan antar agen/departemen yang di bentuk berdasarkan RA 9334.JJWC
diketuai oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dan

berada di bawah pengawasan administratif dari Departemen Hukum (DoJ). JJWC

' RA 9344 merupakan Undatindang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di Filiphina.



diberi mandat untuk memastikan e€ktivitas pelaksanaan dari RA 9344 dan
koordinasi yang baik antar departemen (nasional dan lokal) perihal intervensi
keadilan dan kesejahteraan bagi anak, kebijakan dan prograprogram. Anggota
JIWC vyaitu: (1) Departemen Kesejahteraann Sosial dan Pembarajun (2)
Departemen Hukum, (3) Departemen Pendidikan, (4) Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintahan Lokal, (5) Komisi HAM, (6) Komisi Pemuda Nasional, (7)
Lembaga NorPemerintahan (periode 2 tahun):Plan International & SALAG
Fungsi Utama dari JJWC berdadan RA 9344 :

1. Kebijakan, rencana dan program pembangunan;

2. Pengembangan kapasitas/kemampuan;

3. Advokasi dan mobilisasi masyarakat;

4. Penelitian dan managemen data; dan

5. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Inisiatif JJWC mempunyai Program Utaa,yaitu: Peémusatan Kerangka Kerja

Program Nasional Intervensi Anak. Program (CNJIPhini memiliki 3 (tiga) tingkatan

1. Primer: tindakan untuk memajukan keadilan sosial dan kesetaraan utk
menanggulangi akar masalah kejahatan. Contoh : kemiskinan, dan bentu
lain marginalisasiy

2. Sekunder: tindakan untuk membantu anak yang beresiko. Contoh, Orang
tua yang dalam kodisi sulit dan tidak mengurus anak dengan baik.

3. Tersier:tindakan untuk mencegah berulangnya kejahatan termasuk upaya
diversi
Pemusatan injbertujtan untuk menerjemahkan kerangka CNJIP menjadi

model program yang dapat diterapkan sehingga pemerintah Ilokal dapat
mengadopsi sesuai dengan keperluan dan sumber daya yang dimiliki. Pengaktifan
16 (enam belas) Pusat Rehabilitasi Anak di seluruh Filipina oleDepartemen
Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) untuk ABH yang sedang
menjalani penangguhan hukuman. Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan yang

sedang dibuat yaitu:



1. Pengembangan dari Protokol tentang Penanganan Kasus bagi ABH di tingkat

Barangay (Desa

2. Pengembangan Intervensi terhadap Anak yang Komprehensif
3. Pengembangan dari Juklak Dept. Pendidikan tentang Manajemen Anak yang

Beresiko dan ABH
Sebagai catatan; Departemen/Instansi yang terkait telah mengembangkan aturan
internal mereka dalam rangka pehksanaan RA 9344 termasuk pelisi, penuntut
umum, pengadilan dan lairAlain.

JIWC sejak Tahun 2006 telah memberikan bantuan teknis kepada lembaga
lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan ‘lainnya untuk
melaksanakan pelatihampelatihan dan sesi belg@r bagi personil” teknis dari
Departemen yang diberi mandat/kewenangan untukemelaksanakan dan terlibat
dalam administrasi sistem peradilan dan kesejahteraan anak di Filipina. Di bagian
advokasi dan Mobilisasi Masyarakat, sejaks Tahun™2012 hingga 2013 JJWC
memusatkan kegiatannya pada pekerjaan advokasi di tingkat legislatif untuk
menentang usulan menurunkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana
dari umur 12 tahun sampai umur 15 tahun, program radioa JJWC, pelaksanaan
minggu sadar keadilan dam kesejaht@an anak yang diselenggarakan setiap
minggu ke-4 pada bulan Okteber sesuai dengan President Proclamation No. 489.

Dalam perkembangannya, RA 9344 telah mengalami beberapa Kkali
amandemen. Tujuan dari" Kongres Filipina melakukan amandemen terhadap RA
9344 addah untuk memperkuat RA9344. Amandemen ini telah disetujui Presiden
dan 'diputuskan pada tanggal 4 Oktober 2013. Amandemen yang dilakukan
terhadap,RA 9344 antara lain:

1) Mempertahankan usia minimum pertanggungjawaban piana anak padausia
15(lima belas) tahun

2) Pemindahan sekretariat JJWC dari Departemen Hukum ke Departemen
Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan

JIJWC adalah bukti adanya koordinasi yang sangat baik dan hubungan yang
"cair" di antara departemen dalam penegakan RA 9344. Bahkan JJWC diberi



mandat utk memastikan pelaksanaan RA 9344 pada masingasing departemen
yang bersamasama merupakan anggota dari JJWC itu sendiri. Hal ini sangat baik
karena dengan demikian menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan
porsi masingmasing karena bekerja di dlam satu wadah koordinasi yang saling
berhubungan. Hubungan Departemen Kehakiman dengan departemen lainnya
adalah contoh dari uniknya hulungan antar departemen di Filipna. Dalam
kaitannya dengan pelaksanaan RA 9344, maka dibentuklah Dewan Hukum dan
Kesephteraan Anak (JJWC) yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Namun
di dalam JJWC sendiri terdapat perwakilaiperwakilan daritberbagai departemen
termasuk Departemen Hukum (Department of Justice/DoJ) (Vide Section 8, RA
9344). Anggota DoJ terdiri dari: {) Biro Koreksi, (2) Administrasi Hukum
Percobaan & Pembebasan Bersyarat, (3) Penuntut, Umum, dan (4) Kantor
Pengacara Publik.
Secara khusus terhadap JJWC dalams<fangka pelaksanaan RA 9344 adalah:
1. Mengawasi kegiatan JJWC;
2. Mengatur Kesekretariatan JJWC; dan
3. Meminta JIJWC untuk memberikanlaporan berkala, yang menerangkan
perkembangan atas programprogram dan proyek-proyek yang dijalankan
JIWC.
Tanggung jawab lain terkait pelaksanaan RA 9344:
1. Menunjuk 1(satu) perwakilan LSM untuk disertakan sebagai anggota JJWC
(Vide section\8, RA9344)
2. /Melakukany, seminar dan pelatihan rutin bagi Penuntut Umum tentang
penanganan perkara ABH yang benar
3. Pelatih'Penuntut Umum dengan bantuan Departemen Kesejahteraan Sosial dan
Pembangunan (DSWD) tentang penanganan perkara yang mempeiikan
aspek ramah dan gender
4. Menjalankan kekuasaan administratif dan mengawasi kepatuhan baddradan
dan biro-biro dibawahnya terhadap tugas dan tanggung jawab masiAgasing
berdasarkan RA 9344:



a. Kantor Pengacara Publik;

b. Biro Koreksi;

c. Administrasi Hukum Percobaan dan Pembebasan Bersyarat; dan

d. Biro Penyidik Nasional

5. Meningkatkan kapasitas pejabat/pegawai DoJ dalam rangka pelaksanaan RA

9344:

a. Telah dilakukan pelatihan terhadap 160 anggota Biro Koreksi,

b. Telah dilakukan pelatihan terhadap 235 anggota bagian kum percobaan
dan pembebasan bersyarat; dan

c. Telah dilakukan pelatihan terhadap 928 (sembilanratus ‘dua puluh
delapan) Penuntut Umum dan Pengacara dari Kantor Pengacara Publik

Terdapat koordinasi yang kuat dari DoJ sebagaimanadiamanatkan dalam RA 9344

dalam bentuk kekuasaan administratif dan pengawasan kepatuhan terhadap

departemen terkait dalam tugas mereka masingnasing yaitu Lembaga Bantuan

( OEOI TOOAT EA | OOT OTIAUBL O/ AZEAAR "EOI +1 O,

dan Percobaan serta Biro {enyidik sional.

Departemen Dalam Negerindan Pemerintah Lokal (Department of the
Interior & Local Government/DILG) adalah anggota tetap dari JJW dengan
Pemimpin Departemen Secretary Mar Roxas dengan kekuasan dan fungsi :

1) Membantu Presiden dalam menjalankan pengaagan umum terhadap
pemerintahlokal;

2) Membantu Presiden dalam pengenalan kebijakan, aturan dan Hadl
lainnya dalam,pengawasan umum terhadap pemerintah lokaldan
keselamatan publik;

3) Membentuk dan menetapkan aturan, peraturan dan hal lainnya dalam
rangka pelaksanaan hukum terhadap keamanan dan ketenteraman dalam
masyarakat, aturan umum bagi pemerintah lokal dan memajukan otonomi
daerah/lokal, serta memajukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan

pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan hhhl tersebut diatas;



4) Memberikan bantuan terhadap legislasi sehubungan dengan pemerintah
lokal, penegakan hukum dan keselamatan publik;

5) Membentuk dan menetapkan rencana, kebijakan, program dan proyek
untuk memajukan ketertiban dan perdamaian, memastikan keamanana
publik dan lebih memperkuat kemampuan administratif, teknis dan fiskal
dari pemerintah lokal;

6) Memformulasikan rencana, kebijakan dan program yang dapat memenuhi
kebutuhan darurat lokal yang timbul dari sebabksebab natural, ataupun
bencana yang disebabkan manusia;

7) Membentuk sistem koordinasi dan kerjasama diantara masyarakat,
pemerintah lokal, dan Departemen, untuk memastikan efektifitas dan
efisiensi dari pelayanan mendasar bagi masyarakat;

8) Mengatur, melatih dan mempersiapkan secara khusus kinerja polisi, di
tingkat nasional dan berkarakter sipil khusus terhadap RA 9344;

9) Memformulasikan kebijakan dan {peraturanndalam rangka mendukung
pelaksanaan RA 9344;

10) Melakukan kegiatan advokasi;

11) Melakukan pengawasan, terhadap kepatuhan pemerintah lokal dalam
pelaksanaan hak darkewajibannya;

12) Memperhatikan“organisasi dan fungi dari Dewan Pemeritah Lokal untuk
Perlindungan Anak (LCPC);

Melakukan. pelaporan.dan tindak lanjut kepada JJWC terhadap :

a.” Keberadaan LCPC;

b. Alokasi budget pemerintah local bagi LCPC;

c. Pemerintah lokal yang maeniliki/tidak memiliki Rumah bagi Anak yang
diperuntukkan bagi ABH;

d. Penunjukkan pekerja social utk menangani ABH; dan

e. Pengembangan dan pgaksanaan program Intervensi lolal yangkomprehensif.

Tonggak dari pelaksanaan RA 9344 adalah:



1. Berpartisipasi dalam pembentukan dari peraturan dan aturan terkait RA
9344;

2. Mengeluarkan memorandum yang memberikan arahan dan prosedur dalam
penanganan Anak yang beresiko hukum, ABH yang dilaksanakan oleh Dewan
Barangay untuk perlindungan anak;

Melanjutkan monitoring terhadap organisasi dan kinerja dari LCPC;

4. Mempersiapkan tata laksana bagi propinsi, kota dan kotamadya, dalam rangka
pelaksanaan program Intervensi dan Diversi sebagaimana diatur, dalam RA
9344;

5. Mengeluarkan memorandum dalam kaitan penggunaan/dana alokasitennal
sebesar 1% dalam rangka memperkuat dan pelaksanaan pragram, proyek dan
kegiatan LCPC,;

6. Mengeluarkan memorandum dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah
local yang sesuai dengan aturaaturan didoawah ini:

a. Bag.z 15 pembentukan LCPC

b. Bag.z 16 penunjukkan petugas social local utkimenangani ABH

c. Bag.z 18 pengembangan danpelaksanaan dari Program Nasional Intervensi
bagi Anak yang komprehensif

d. Bag.z 49 pembentukan Rumah bagi Pemuda yang diperuntukan bagi ABH.

7. Memimpin Kelompok Kerja Teknis JWC yang menangani lokalisasi dari
Program Nasional intervensi bagi Anak yang komprehensif.

Anggota DILG adalah :

a., Pemerintah Lokal; dan
b. Dewan Pemeritah Lokal untuk Perlindungan Anak (LCPC)

Adanya komitmen yang kuat dari DILG untuk menyukseskan RA 934#
lingkup departemennya, hal ini terlihat dari adanya kewenangan untuk
membentuk peraturan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan oleh badanbadan dibawah DILG (Pemerintah lokal, LCPC, Barangay) hal

mana akan dipertanggungjawabkan kepadadJWC sebagaimana diamanatkan RA



9344. Barangay Batasan Hills didirikan pada 25 Februari 983 berdasarkan BP No.
343. Meliputi 600 ha. Adapun Populasi : 165.000 Jiwa
Dewan Perlindungan Anak di Barangay Batasan Hills terdiri atas:
1. Komite Perlindungn;
2. Komite Partisipasi;
3. Komite Penghidupan;
4. Komite Pembangunan; dan
5. Komite Perawatan & Pengembangan bagi Anak sejak usia dinis
Barangay Batasan Hills dilengkapi dengan:
1. 8 (delapan) Tempat Penitipan Anak yang dibiayai Reerintah;
2. 22 (dua puluh dua) Tempat Penitipan Anak yang dibiayai pihak swasta;
3. Tenaga pekerja yang ditugaskan pada tempat penitipan anak tersebut digaji oleh
Negara (dengan anggaran yang tidak terlalu 'tinggi) ‘dengan terlebih dahulu
mendapatkan peldihan dari Kantor Kesejahteraan Sosial Lokal (dinas daerah).

Barangay adalah suatu pemerintahan terkecil dan salah satu bentuk
organisasi masyarakat yang ada di Philipinaryangsberfungsi sebagai perwakilan
dari masyarakat. Jika di Indonesia hampir sepertkelurahan yang mengurusi
permasalahan warga di wilayahnya.” Barangay dipimpin oleh seorang Punong.
Dalam Sistem Peradilan Pidana“Anak (SPPA) Hilipina merupakan komponen
penting dalam perencanaan’ Diversi pada tataran Punong. Setiap Barangay
memiliki DewandBarangay "yang dipimpin oleh seorang kapten dan dewan ini
diberikan kewenangan atauDiskresionary Of Poweyang cukup besar oleh Undang
karena dapat menyelesaika dan menentukan setiap anak yang berhadapan dengan
untuk diselesalkan secara musyawarah/kekuangan tanpa harus melalui proses
persidangan Formal.

Ada 42.000 Barangay di Filipina dan salah satunya adalah Barangay
Batasan Hills Quezon City yang merupakan salah satu Barangay percontohan.
Barangay ada di lingkungan masyarakat yang anggota at@engurusnya adalah
dari anggota masyarakat disekitar Barangay dan mendapatkan dana dari

pemerintah untuk melaksanakan program program yang berkaitan dengan



penanganan anak. Oleh karena itu keberadaan Barangay sangat penting dalam
implementasi RA 9344 dan aat ini tidak hanya menangani analanak yang
berkonflik dengan hukum tetapi juga anakanak lainnya yang ada di lingkungan
Barangay. Council For Protection Of Children (BCP@&djalah yang memberikan
bantuan terhadap Barangay dan telah banyak membantu Baranga

Awalnya BCPC memberikan bantuan terhadap Barangay untuk menangani
narapidan-narapidana dewasa yang sudah cukup lama berada di penjara dan tidak
mendapatkan bantuan hukum. Barangay merupakan tempat narapidana
mendapatkan bantuan hukum sebelum merekakembaliv ke masyarakat. Hal
tersebut merupakan program Dekongesty (pengurangan jumlah narapidana yang
ada di penjara). Dengan adanya bantuan hukum tersebut maka narapidana dapat
menjalani proses hukumnya dan mereka dapatedibebaskan. Mereka sudah
membantu sbanyak 5000 narapidana. Setelah adanya RA 9344 maka BCPC tidak
hanya menangani narapidana dewasa tetapi, juga ‘'menangani arakak yang
berkonflik dengan hukum. Tujuan BCPC adalah untuk mendorong pemenuhan hak
asasi manusia baik dewasa maupun haknak anakanak yang berkonflik dengan
hukum.

Mengapa mereka memberikan bantuan terhadap anaknak yang
berkonflik dengan hukum? Karena hal tersebut tercantum dengan jelas di RA 9344
yang menyebutkan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
ditangani terlebih dahulu di‘tingkat Barangay. Oleh karena itu akhirnya Barangay
juga menangani, anakanak yang berkonflik dengan hukum, meskipun awalnya
paraypengurus,yang.ada di Baranggai tidak tahu bagaimana menangani anak yang
berkonflik. dengan hukum. Mereka mayerahkan anakanak yang berkonflik
dengan hukum ke kepolisian, lalu oleh kepolisian diserahkan lagi ke Barangay,
kemudian oleh Barangay diberikan lagi ke orang tua dan dibawa lagi ke Barangay.
Anak-anak yang berkonflik dengan hukum menjadi terombangmbing dengan
proses tersebut. Akhirnya BCPC memberikan pelatihan terhadap para pengurus
yang ada di Barangay tentang bagaimana menangani arakak yang berkonflik

dengan hukum, diberikan pelatihan tentang kesejahteraan anak seperti yang telah



di ratifikasi dari PBB. Pada tahun 2010 ada 5 Barangay yang jadi model di kota
Quezon City yang menangani anaiknak seperti yang konflik dengan hukum, anak
anak yang tereksploitasi, penanganan ana&nak yang menjadi anggota Gank dan
sebagainya yang menyangkut permasalahaanak. Mereka juga telah melakukan
sosialisasi tentang bagaimana penanganan anak tersebut sampai kepada adanya
Modul pelatihannya dan modul pelatihan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap
selanjutnya apabila mereka telah memahami modul yang sebelumnya. Denga
demikian mereka yang ada di Barangay bendyenar telah mengerti tentang modul
pelatihannya (disebut dengan Model yang terkalibrasi).

Mereka yang ada di Barangay bekerja sama dengan/Protection Committee,
tidak hanya saja menangani anaknak yangberkonflik dengan hukum tetapi juga
menangani korbannya. Tetapi secara khusus Komitesyang menangani ABH adalah
Komite Restoratif Justice Caranya penanganan yang ada di Barangay adalah
sebagai berikut: jika ada permasalahan penanganan” ABH maka ditangateho
pekerja sosial dan pekerja sosial tersebut. hanyasmenangani satu anak saja dan
untuk korbannya ditangani oleh pekerja sosialflainnya, hal tersebut dimaksudkan
untuk menjaga obyektifitas. PenangananfABH di Barangay di sesuaikan dengan
kebutuhan si anak éri mulai“usia, sampai dengan kepada kasusnya seperti apa.
Sebelumnnya menanganannya tidak disesuaikan dan belum memiliki program
interfensi lain. Seperti“hanya interfensi kebersihan atau membersihkan jalan dan
hanya itu itu saja intervensi yang diberikan Saat ini Para pengurus yang ada di
barangay sudah sangat paham dengan penanganan kasusnya.

Pelatihan yang diberikan kepada mereka yang mengurus di Barangay
disebut dengan pelatihan para medic misalkan, para pekerja sosial dan sebagainya.
Para anggota komite RJ itu melakukan pelatihan dengan prograprogram
pencegahan terjadinya pelanggaran hukum kepada anak ataupun kepada para
orang tua. Kepada analanak diberikan pemahaman tentang hak anak itu apa,
sedangkan kepada orang tua diberikan pengehuan bahwa hak anak itu apa saja.

Jika orang tua sudah mengetahui hak anaknak maka mereka akan menghargai



hak dari anakanak itu apa saja. Sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh
anak otomatis menurun.

Kegiatan ke 2 yang berkaitan degan pencegahan adalah melakukan
penyuluhan kepada anakanak di sekolahsekolah sehingga menghindari
terjadinya perbuatan kejahatan oleh analkanak di sekolah. Kemudian juga
memberikan penyuluhan kepada analanak yang dianggap beresiko seperti anak
anak yarg memakai narkoba, analanak yang dropout dari sekolah:karena harus
bekerja untuk orang tuanya, anggota gank dan sebagainya. Cara
mengintervensinya adalah dengan melibatkan para pemuda untuk terlibat dengan
program-program intervensi tersebut. Akhirnya arak-anak juga terlibat dalam
kegiatan yang ada di Barangay.

Kegiatan ke 3 adalah penanganan terhadapsanaiak yang memang
sudah berkasus, yang dilihat adalah tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Dari
Undang - undang yang ada disebutkan bah@ananakanak yang telah melakukan
pelanggaran tidak mempunyai tanggung jawab pidana, tetapi mereka mempunyai
tanggung jawab perdata. Ketika si anaki mencuri maka si anak harus
mengembalikan kepada korbanfsejumlah”barang yang telah di curi. Arakak
telah mdakukan pelanggaran di usia 15 tahun sampai dengan usia 18 tahun, di
mana mereka telah mengtahui ataurmembedakan mana yang benar dan mana yang
salah dan ancamannya kurang dari 6 tahun, maka Barangaylah yang akan
melakukan prosgs diversinya dengan asistemg&tau bantuan dari dinas sosial yang
ada di Barangay. Tetapi apabila si anak dengan ancaman diatas 6 tahun maka si
anak,akan menjalani _proses peradilan dengan di bawa ke Jaksa Penuntut Umum
(Precuisor)

Program-program diversi lain yang dilakikan di Baranggay adalah dengan
menyambungkan kembali anakanak yang putus sekolah karena menjalani pidana.
Kemudian intervensi yang diberikan adalah dengan memberikan kegiatan
kebersihan di Barangay. Karena saat ini jumlahnya sudah menurun pelanggaran

anak, maka program dialihkan ke program bercocok tanam.



Di Barangay ini telah ada 8 alternatif program dan telah melatih sebanyak
30 instruktur untuk memberikan di pusat-pusat pembelajaran alternatif. ABH yang
telah menjalani diversi sangat dipantalkegiatannya dan dari UndangJndang yang
ada dijelaskan bahwa diversi hanya bisa diberikan satu kali, apabila melakukan
yang kedua kalinya maka ia akan menjalani proses hukumnya. RJ di Filipina
Program intervensinya cukup jelas dan mereka akhirnya aktifnengikuti kegiatan
yang ada di Barangay. Pelatihan yang diberikan sangat di dukungioleh organigasi
organisasi yang ada di seperti Juvenile Justice And Walfare Council, (JJWC) dan
tidak hanya kepada Barangay Batasan Hill saja tetapi juga’Barangay yang lamny

Keberhasilan yang ada di BCPC diberikan dari A wpersen dari APBD,
menurut UU yang ada mereka bisa mengakses dari 1 persenryang diberikan
tersebut. Awalnya mereka mendapatkan dan mengelolagsebesar 500 Peso,
sekarang karena mereka merangkul orgasastorganisasi lain akhirnya mereka
bisa mengelola sampai 1.5 juta Peso. Mereka diberikan keleluasaan juga untuk
mengajukan proposal sehingga bisa membantu Barangdarangay lain. Sekarang
BCPC telah mendapatkan kenaikan dari APBDdari 2% menjadi 5%.

Anggota Barangay awalpyarada 8 pengurus dan sekarang telah ada 150
orang anggota dan menjadi- pengurus dari 7 komite yang ada. Cara mereka
meningkatkan jumlah anggotanya”adalah dengan merangkul dan melibatkan
organisasi kemasyarakatan, melibatkan sekah, gerejg dan lain-lain. Bagaimana

cara mereka memotivasi képada orangrang untuk menjadi anggota Barangay
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jika kita 4ngin 'menjadikan organisasi ini menjadi meningkat maka jargn hanya
mengandalkan' pemerintah saja, tetapi juga harus terlibat langsung sehingga bisa
meningkatkan jumlah anggota yang banyak.

Sebuah realita dari pemda yang ada dilipina, adalah bahwa sering kali
anak-anak yang menjadi binaan di Barangay yanada disatu wilayah, adalah anak
anak yang berasal dari Barangay di luar wilayah pemda setempat. Padahal
seharusnya Barangay hanya mengurus ananak yang ada di wilayah Barangay

tersebut atau yang berdekatan. Meskipun di dalam Undarfgndangnya tidak



menyebutkan bahwa harus menangani analnak di Barangay yang ada di
wilayahnya, tetapi sikap yang diambil yang paling utama adalah kepentingan
terbaik bagi anak. Tetapi sebagai salah satu solusi maka sedang dilakukan program
intervensi anak dengan sistem rujkan dengan kondisi si anak tersebut.
Penanganan permasalahan anak bukan hanya tanggung jawab dari satu Pemda
saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah kota. Sehingga tidak
perlu lagi adanya dorong mendorong mengenai pendanaan /bagi anak gan
menjalani intervensi di Barangay lain. Institusi Pengadilan dalam<hal, ini Hakim
lebih senang jika menangani anak di awali penanganannya di Barangay, dengan
demikian akan mengurangi beban Pengadilan dalam menangani kasus.

Di Filipina sering menangani masalah analanak jalanan‘yang tidak ada
orang tuanya sehingga Barangay harus menanganisarakak yang bukan berasal
dari Barangay yang ada di wilayah tersebut. Ana&naklah yang beresiko untuk
melakukan pelanggaran. Terbaik dari Barangay batasadill adalah koordinasi
dengan Barangay lain seandainya ada ananak 4/ang melakukan pelanggaran
hukum di Baragay batasan Hill. Koordinasi tersebut sudah cukup baik antara
Barangay.

Apabila korban dari/tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka
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mengkoordinasikan antara korban atau keluarga korban dengan si pelaku anak.
Meskipun korban nantinya tetap menuntut agaanak tetap di pidana, tetapi Lupoh
tetap,. bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada korban tetang Sistem
Peradilan, Anak yang.dalam hal ini dengan pendekatan Restoratif Justice.

Bagaimana tingkat keberhasilannya Barangay menangani kasus? dari
sekian banyak kasus yang ditangani Barangay, banyak yang berhasil di tangani di
tingkat Barangay dan tidak sampai ke Pengadilan. Sebagai salah satu contoh : dari
20 kasus yang ditangani di bulan September 2013, hanya 1 kasus yang akhirnya
harus sampai ke Pegadilan. Mengapa demikian? ternyata antara korban dan

pihak keluarga tidak ada kata sepakat, artinya kesepakatan menjadi penting dalam



hal ini. Biasanya kasus yang seperti itu adalah kasus susila/perkosaan, atau
perbuatan yang kejam sehingga korban tidakkean memaafkan pelaku anak.

Dalam hal pengaduan korbannya adalah anak, maka masin@gsing baik
korban dan pelaku harus mengisi formulir dan nantinya akan di selenggarakan
konfrensing antara keduanya yang dihadiri oleh orang tua masingasing. Merela
akan melakukan konfrensing yang waktunya sudah ditentukan bersama. Hal ini lah
yang menjadi inti dari RJ bahwa RJ adalah memulihkan f/hubungan yang
disharmonis antara pelaku dan korban. Baragay bukan penegak.hukum tetapi
Barangay dapat menyelenggarakandafrensing sebagai fasilitator. yang dihadiri
oleh korban, pelaku dan masingnasing orang tuanya. SPPA aRlipina tidak
mudah untuk dijalankan, tetapi karena pada umumnya adalah penganut Khatolik
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memberikan kesempatan kedua kepada ana&nak untuk berbuat kebaikan |,
dibandingkan apabila anakanak harus menjalani pidana di penjara maka masa
depan mereka akan menjadi lebih buruk.

Permasalahan perbedaan tempat tinggal antafeelaku dan korban memang
menjadi permasalahan tersendiri'bagi Barangay. Khususnya karena RA 9344 sama
sekali tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Oleh karenanya pemerintah
daerah diberikan /kewenangan berdasarkan Sec. 3 RA 9344 utk melakukan
interpre tasi dengan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa pada
kasus ABH darif kota, yang” berbeda, Barangay tidak akan meneruskan perkara
tersebut ke tingkat Kepolisian namun mengembalikan ABH kepada Barangay
asalnya funtuk. dilakukan tindakan terhadap ABH tersebut. Upaya lain yang
dilakukan, adalah mengadakan kerja sama dengan Barangay yang berdekatan
dengan Barangay Batasan Hills untuk menanggulangi masalah seperti biaya
pemulangan ABH ke kotanya. Keberhasilan di atas karena kesadaran pemerintah
lokal untuk dapat mendukung kerja dan program DILG walaupun tanpa
pembiayaan yang besar bahkan cenderung swadaya masyarakat. Hal ini harus
diupayakan untuk dilaksanakan dalam praktik di Indonesia.

8. The Commission of Human Rights (CHR)



CHR dibentuk berdasarkan madat Konstitusi Filipina Tahun 1987. Artikel
XIIl, section18 yang menyatakan bahwa CHR mempunyai kewenangan dan fungsi
antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan investigasi terhadap semua bentuk pelanggaran (violations) hak

asasi manusia termasuk hak sipil @ hak politik, berdasarkan kehendak

sendiri atau berdasarkan laporan pihak manapun;

2) Membuat kebijakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap
orang di Filipina, seperti orang Filipina yang berada di luar negeri, dan
membuat kebijakan untuk pelgyanan yang bersifat preventif,dan_ bantuan

hukum bagi yang hak asasinya dilanggar atau membutuhkan perlindungan;

3) Melakukan kunjungan untuk mememeriksa (visitorial pewer) fasilitas (jails,

prisons,) penjara atau tahanan; dan

4) memantau Pemerintah dalam menenakan kewajibankewajiban dari

perjanjian internasional megenai hak'asasi' manusia.

Untuk mendukung kegiatan'dan peran CHR, dibentuk lembaga yang khusus
menangani perlindungan hak asasi*anak yaiturhe Child Rights Centeyang
merupakan bagian-dari4€IR. The €hild Rights Centadibentuk terutama untuk
memastikan perlindungan dan promosi hakhak anak di Filipina. Selain itu juga
melakukan pemantauan térhadap Pemerintahan dalam rangka penerapan
ketentuan-ketentuan khusus dari Konvensi Hak Anakthe Conention on the Rights
of the Child).

CHR secara institusional mendasarkan pad8ection11l RA 9344 (the
Juvenile Justice and Walfare Act of 200®erdasarkan UndangJndang tersebut,
keberadaanChilds Rights Centati CHR diwajibkan untuk memastika status, hak
dan kepentingan anak  ditangani berdasarkan konstitusi dan instrumen
internasional hak asasi manusia. Berdasarkan sebuah Resolusi, CHR ditetapkan
sebagai Ombudsman untuk hak asasi manusi@he Child Rights Centatitetapkan
pelaksana CHR selgmi Ombudsman khusus untuk anak. Di dalafhild Rights



Centerterdapat Child Rights Unityang bertugas untuk melakukan: Investigasi,
bantuan hukum/konsultasi hukum, edukasi/advokasi, asistensi anggaran, fasilitas
visitation. Terkait dengan kewenangan \gitorial dan rekomendasi CHR, ditentukan
berdasarkan Section 9 (h) RA 9344 vyang salah satunya melakukan inspeksi
reguler terhadap fasilitas penahanan dan rehabilitasi anak yang berhadapan
dengan hukum.

Kunjungan reguler ke tempattempat yang digmnakan sebagai sel dan
penjara dilakukan untuk memonitor perlakukan terhadap tahanan dan narapidana
baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosialfdan memberikan saran
sesuai dengan kewenangannya terhadap bentuk prosedur, praktek; ‘dan kebijakan

yang dilakukan melalui dialog.

9. PLAN Internasional

PLAN merupakan Organisasi Pengembangan Anak terpusat yang tidak
diintervensi oleh Agama, Politik_dan afiliasi pemerintah. PLAN bekerja di 66
Negara di seluruh dunia.

PeranNon Governmental Organizations (NG

1. Membantu ‘pemerintah \dan dewan dalam pelaksanaan Undatdgndang
JIWC;

2. Memberikan dukungan terhadap dewan dan pembentukan kebijakan,
pengembangan/program, peningkatan kapasitas, advokasi, penelitian, dan
evaluasi; dan

3. Mewakili suara-suara dari NGOs ke Dean dalam menjamin pemajuan hak
dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Program strategi dan kegiatan PLAN dalam pelaksanaan RA 9344 (Unddsgdang
9344) meliputi:

a. Pendidikan dan kesehatan serta perkembangan anak juga kegiatan

pencegahan dan meaperkuat jaringan masyarakat;

b. Kegiatan advokasi dan penelitian anak di desdesa,;



c. Meningkatkan kesetaraan gender terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum;
d. Meningkatkan tugas pengembangan di pemerintahan (bekerja sama dengan
JIWC);
e. Keterlibatan LSM (£16LSM) dalam melakukan penjajakan kesepakatan
dengan para pembuat kebijakan terkait dengan program pelaksanaan RA
9344; dan
f. Membangun jaringan dengan LSM, masyarakat, dan JJWC.
Penelitian dan Advokasi:
Mempublikasikan hasil penelitian tentang ABH, seperti;
vO "AEET A OEA - AOCEqd %@DAOBDAAAROCADAAD) #,
pO4EA £ OCl O00AT &Axd ! AlwibAOAAT &6 ' EOI 08
Oxi AEOEAO ET OEA OEEI EPPEI AD6
Peningkatan Kapasitas bagi Pelaksana Kehijakan, yaitu:
a. Pelatihan RA9344 bagi Penyelenggara jpemerintah dan Dewan Keluran
tentang Perlindungan Anakdalam seluruh wilayah dukungan PLAN;
b. Kebijakan pembentukan forum RA 9344 kepada mitra CSOs;
Reformasi Kebijakan
PLAN adalah koordinator pembentukan jaringan halhak anak yamy terdiri
16 NGOs yang berfokus pada pemberi bantuan hukum yang merupakan bagian
dari mandat UndangUndang Nasional tentang anak;
1) Memprioritaskan agenda peraturan perundangundangan tentang tidak
mengurangi-umur bagi pertanggungjawaban kejahatan;
a., Terlibat dalam dialog kebijakan dengan para anggota parlemen dan
pemerintah;
b. Mengeluarkan kertas posisi terkait RA 9344.
2) Anggota Jaringan Mitra Peradilan Pidana Anak (JJPNHIBlam hak
advokasi dan Reformasi kebijakan;

3) Anggota Koalisi NG@ilipina tentang Monitoring dan Pelaporan CRC.

4
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10. National Training School for Boys (NTSB)

NTSB merupakan lembaga pemerintah di bawah Departemen Kesejahteraan
Sosial yang peduli terhadap pemuda yang dibentuk untuk melindungi,
rehabilitasi, dan pemajuan terhadap kepentingan dakesejahteraan bagi Anak
laki-laki yang sedang berkonflik dengan hukum yang berumur lebih 9 tahun dan
di bawah 18 tahun serta ditangguhkan atas perintah pengadilan.

Tujuan didirikannya NTSB yaitu:
. Menyiapkan perlindungan dan orang tua asuh bagi parda;
. Membantu pemuda dalam bererilaku;

. Meningkatkan kemampuan pemuda dan kepercayaan kepada orang lain; dan
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. Memberikan kesempatan bagi pemuda untuk berinteraksi sosial dan
meningkatkan keterampilan dan mengembangkan<kepercayaan diri.
JenisJenis kejahatan yang menjalani rehabilitasi diNTSB
. Perampokan;
. Pembunuhan;
. Narkoba;

. Perkosaan; dan

aa b~ W DN P

. Kejahatan gabungan dari beberapa kasus tersebut di atas;
Struktur Kelembagaan NTSB:
NTSB dipimpin satu orang ketua dan dibantu oleh satuang wakil ketua serta 8
unit yang meliputi:
. Social Service;
. Home/Life Service,
. Educational Service;,

. Psycological Service ;

1

2

3

4

5. Health/Dietary Service,
6. Economic opportunities Service;
7. Recreation Service;

8. Developmental Servicdan

9

. Support Services



Metode Pembelajaran yang dikembangkan di NTSB yaitu:

1) Social Serviceadalah memberikan pelayanan sosial bagi ABH agar dapat
berinteraksi dengan masyarakat dengan baik;

2) Home Life Serviceadalah memberikan pembelajaran kehidupn dan
perilaku yang lebih baik;

3) Educational Serviceadalah memberikan pelayanan pendidikan untuk
tingkat menengah dan atas;

4) Psycological Servicadalah memberikan layanan terhadap kondisi pysikis
bagi ABH;

5) Health/Dietary Service adalah memberikan layaman/ kesehatan dengan
menyiapkan tenaga dokter umum dan dokter gigi serta paramedis;

6) Economic Livelihood Serviceadalah memberikanspembekalan keterampilan
bagi ABH agar pada saat selesai pembinaan dapat mandiri;

7) Recreation and Sports Activitteadalahmanberikan kesempatan bagi ABH
untuk dapat berekreasi serta mengembangkan, kemahiran dalam olah raga;

8) Development and Cultural Activitie®dalahs mengembangkan aktifikats
berbudaya dengan baik bagi /ABH; dan

9) Spritual Program Support Servicemdalah melayanipemenuhan spiritual
bagi ABH agar lebth meningkatkan kepercayaan diri.

Hambatan yang dialami eleh NTSB antara lain:

1) Kurangnya pendanaan. Upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan
kepada lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat
maupun, perarangan.

2) Ruang belajar/masih dikelilingi teralis sehingga terkesan aspek keamanan
masth diutamakan.

Lembaga ini cukup baik apabila dikembangkan di Indonesia dengan
keterlibatan berbagai unsur baik petugas social worker, psikolog, guru dan para
medis dalam pefindungan ABH.

11. Rehabilitasi Remaja (YRC)



Pusat rehabilitasi remaja (YRC) Bahay Pag Asa Ng ini didirikan oleh
pemerintah kota Valenzuela pada tanggal 31 Mei 2013 dan merupakan fasilitas
resisdensi 24 jam bagi anaknak yang berkonflik denganhukum memberikan
perawatan kelompok, penanganan (treatment) dan rehabilitasi anak yang
berhadapan dengan hukum dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah
sehingga anak dapat berintegrasi kembali ke keluarganya dan berfungsi kembali
di masyarakat. Puat rehabilitasi remaja ini terletak di jalan ARAhinto yang
merupakan bukti komitmen dari pemerintah kota Valenzuela dalam pemenuhan
dari RA 9344 atau yang lebih dikenal dengan Undarigndang Perlindungan dan
Kesejahteraan Anak.

Sampai hari ini YR sejak mulai operasi tanggal 8 Juli 2013 telah
menangani 58 anak yang berkonflik dengan hokume(klien) diantaranya 32 anak
masih dalam perawatan dan rehabilitasi, 11 dikirim ke LAPAS (berdasarkan
putusan pengadilan ), dipekerjakan di LSM«dan di-pemerintaaerah. 15 anak
dikembalikan ke orang tua atau lingkungannya, perkarperkara yang melibatkan
antara lain, pencurian, perampokan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika,
pelanggaran asusila, pencurian; pembunuhan, perampokan, penganiyaaan dan
pelanggaran lannya.

Program atau pembinaan dan pelayanan yang ada di YRC ini bertujuan
untuk mempersiapkan yanakanak untuk dikembalikan ke masyarakat dan
keluarganya di tempat mereka berasal serta untuk merehabilitasi kebutuhannya.
Bentuk pelayanan kebutuhan atara lain:

a, Pelayanan ‘'medis, di mana pelayanan medis ini memberikan perawatan
medis yang tepat dan dibutuhkan oleh analnak yang bersangkutan

sehingga kondisi kesehatan anaknak tersebut tetap terjaga.

b. Pelayanan psikologis dan psikiatrik, di mana psikolg yang bekerja di YRC
ini memberikan perawatan psikologi terapan kepada analanak yang
bersangkutan. Pelayanan tersebut diberikan bagi anaénak yang

membutuhkan intervensi-intervensi dan anakanak yang memiliki perilaku



yang buruk sehingga dapat diarahkamprilaku ke arah yang lebih baik dan

dapat diterima secara sosial di masyarakat.

. PelayananHomelife and Dietary, di mana anakanak diberikan kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, dan juga diberikan kemampuan untuk
menjaga dirinya dalam kondisi rapi halni dilakukan karena sebagian besar
ABH datang dari keluarga tingkat bawah yang kehidupannya tidak

terstruktur atau teratur.

. Pelayanan pendidikan, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada
anak- anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini untuk melindugi hak
ABH untuk tetap mendapatkan pendidikan. Jika anak yang bersangkutan
telah putus dari sekolah formal, makayouth«rehabilitation menyediakan

alternative learning system.

. Olahraga dan rekreasi. Pelayanan i diberikan kepada ABH untuk
memberikan hak kepada anak untukstetap berolahraga dan berekreasi
sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi hak anak. Pelayanan
olahraga sangat diperlukan mengingat energi yang terdapat pada usiaak-
anak masih relatif besar, sehingga harus diciptakan wadah untuk

menyalurkannya.

Pelayanan' spiritual, »yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak yang
bersangkutan dengan pendekatan agama dengan melakukan doa bersama
yang salah“satu tujuannya adalah memperbaiki moralitas anak. Untuk itu
youth rehabilitation setiap hari mendatangkan pendeta untuk memimpin

ritual’keagamaan di youth rehabilitation.

. Kemampuan kegiatan pendidikan keterampilan, yaitu memberikan
keterampilan-keterampilan tertentu kepada anak yang bersangkutan untuk
mempersiapkan kehidupan yang mandiri. Keterampilarketerampilan yang

diberikan oleh Youth Rehabilitation antara lain membuat kerajinan tangan,

sablon, pangkas rambut, dan keterampilan lainnya.



Untuk melakukan program dan pelayanan tersebut di atas, Youth
Rehabilitation tidak bekerja sendirian, namunmembentuk sebuah jaringan dan
komunitas yang peduli terhadap anakanak. Lembaga yang telah bekerja sama
AAT ¢CAT Ui OOE OAEAAEI EOAOEIT1T AT OAOA 1 AEI
and Development Assistance Foundation) in Olongapo City, dan NTSB (Nationa
Training School for Boys) in Tanay, Rizal.

Kelebihan dari Pusat Rehabilitasi dili pina :

1) Pelaksanaan penanganan terhadap ABH dengan hukum di Filipina telah
membangun kesadaran terhadap fungsi dan peran dari. masifigasing

institusi;
2) Pengawasan telhadap institusi di daerah dilakukan oleh Dewan lokal,
3) Pemerintah daerah bertanggung jawab secara langsung kepada presiden;

4) Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak dan sangat
menghormati, menghargai serta ‘menjujung tinggi HAM Anak dalam
pelaksanaan penaganan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang

rentan berhadapan dengan hukum.

D. THAILAND

Unit Pengawasan_dan Perlindungan Anak (UPPA)Epartment of Juvenile
Observation andProtectiofDJOP) adalah salah satu unit atau bagian (departem)
dari Kementerian Kehakiman.

MisirUPPA/DJOP adalah:

1) Memajukan/mengembangkan perlindungan hakhak anak dan kesejahteraan
anak dan untuk memperkuat keluarga dan insititusi masyarakat melalui
penggunaan keadilan restoratif, diversi, dan tindakatindakan alternatif
lainnya;

2) Menyediakan pelayanan dan perlindungan yang efisien dalam perkara kriminal
dan keluarga, termasuk pengawasan pemerintahan, rehabilitasi, perlindungan,

dan bantuan pelayanan lain, juga menindaklanjuti dan mengevaluasi perkara;



3) Mengupayakan praktik penelitian dasar pembuktian terkait dengan prosedur
pembuktian dan intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,
dan juga menginisiasi pengembangan hukum dan peraturan perundang
undangan yang cocok atau sesuai sebagai dasar perlindunghak-hak anak
dan sebagai bestpractices dalam prosedur perkara dalam rangka
pengembangan kualitas hidup anak yang berhadapan dengan hukum;

4) Memfasilitasi dan menciptakan jejaring dengan pemangku kepentingan dalam
masyarakat baik domestik maupun internasioal, dalam rangka partisipasi dan
dukungan untuk sistem peradilan pidana anak dan memberi bantuan’ dalam
pencegahan anak untuk masuk dalam sistem peradilan;

5) Memperbaiki/meningkatkan kompentensi pegawai dan »administratif
manajemen sehubungan dengan standarddaninistratif,pemerintahan.

UPPA/DJOP sebagai salah satu unit Kementerian Kehakiman adalah
organisasi yang menyediakan pelayanan bagi-ananakyang berhadapan dengan
hukum (ABH) dan perkaraperkara pidana,serta perkara keluarga melalui Pusat
Pengawasan darPerlindungan ABH dan melalui Pusat Pelatihan bagi ABH. UPPA
ini dalam menjalankan tugasnya :mendasarkan pada Undaigndang tentang
Peradilan Anak dan Prosedur Perkara Keluarga, Undatgndang tentang
Perlindungan Anak, UndangJndang tentang Korban Kekerasardalam Rumah
Tangga, dan Undang/ndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.

UPPA/DJOP sebagai Departemen, membawahi antara lain Kantor Pusat
Pengawasan dan Perlindungan Anak, 44 (empat puluh empat) kantor Pengawasan
dan Perlindungan Anak di seluruh Thailand, 33 (tiga puluh tiga) kantor
Pengawasan dan Perlindungan Anak dengan Rumah Penampungan, 9 (sembilan)

Pusat Pelatihan, dan 9 (sembilan) Pusat Pelatihan Khusus.

UPPA/DJOP mempunyai kantor cabang sesuai dengan fungsi sbb :

a. Sebelum Ajudkasi :



1. 77 (tujuh puluh tujuh) pusat pengawasan dan perlindungan
2. 34 (tiga puluh empat) Rumah Tahanan (33 propinsi)
b. Setelah adjudikasi :
18 (delapan belas) pusat Pelatihan bagi Anak
Dasar Hukum Sistem Peradilan Anak di Thailand :
1. UU Pengadilan Anak dan Kearga dan Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun

2010 (Juvenile and Family Court and Its Procedures Act 2010)

2. UU Perlindungan Anak Tahun 2003 Thailand Child Protection, Act Year

2003)

3. UU Perlindungan Terhadap Korban KDRT dan kekerasan Tahun 2007

(Domestic Violene Victim Protection 2007)

4. UU Anti perdagangan Manusia Tahun 2008 herAnti Trafficking in Persons

Act 2008)

UU Peradilan Anak dan Keluarga dan,UU “Hukum Acara Kasus Keluarga
Tahun 2010 mengatur Usia Anak : usia lebih dari &0ytahun tapi tidak lebih dari 15
tahun dan Pemuda : usia lebih dari 15 tapi belum 18/ahun.

a. Pusat Pengawasan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:
a.1l Sebelum Ajudikasi:
1. Mengumpulkan laporan temuan fakta termasuk aspek biologis, psikologis,
sosial dan menyerahkannya kepada pengadilan.
2. Menahanganak, yang tidak memiliki jaminan di rumah tahanan dan
merawatnya sebelum dan ketika proses ajudikasi berlangsung.
3. Mengalihkan(divert) anak melalui tindakan khusus.
a.1l.1Dalam Proses sebelum adjudikasi PPPA mempunyai tugas:

1. Menyelidiki latar belakang sosial anak

2. Merujuk pada profesional untuk penilaian khusus

3. Menganalisa penyenan kenakalan

4. Mengadakan pertemuan dengan tim multi disiplin untuk memberikan

nasihat

5. Merekomendasikan tindakan secara tepat



6.

Menyerahkan laporan kepada pengadilan untuk membuatisposisi.

a.1l.2Pada proses sebelum adjudikasi, yaitu ketika ditahan sekitar 3 bulanan

Rumah Tahanan memberikan kegiatan :

1.
2.
3.
4
5

6.

Pendidikan
Pelatihan Ketrampilan jangka pendek

Program rehabilitasi narkoba

. Pelatihan ketrampilan hidup

. Psikologi : penyesuaian, degsi, dll

Seni, music, Pendidikan fisik dll.

a.2 PPPA dalam proses adjudikasi memiliki tugas yaitu melakukan-pelatihan anak

setelah adjudikasi. Setelah adjudikasi (perawatan kelembagaan) : Perawatan

dan rehabiltasi anak menurut perintah pengadilanypmenyiakan anak untuk

reintegrasi ke tengah masyarakat. Proses dan Pusat Pelatihan, ada 3 fase yaitu

Membuat rencana pembinaan individualsPerawatan dan Rehabilitasi dan Pra

pembebasan

a.2.1 Pada Fase Rencana Pembinaan Individual meliputi:

1.

Mengidentifikasi faktor kebutuhan masingmasing anak (menyadarkan
betapa pentingnya/ada perubahan rehabilitasi anak dan keluarga).
Membuat rencanapembinaan dengan tim profesional misalnya perawat,
pekerja sosialypsikolog, instruktur darhouse master(membuat rencana
rehabilitasi dengan tim professional)

Mengadakan pertemuan dengan tim multi disiplin untuk memberikan
nasihat mengenai rencana pembinaan (rapat bersama dengan tim sosial
untuk menentukan pendapat dan rencana pembinaan).

Menugaskan seorang pengelola kasus individuddagi anak (menunjuk

seseorang untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat).

a.2.2 Pada Fase Perawatan dan Rehabilitasi:

Menyediakan kegiatan sesuai dengan ITP (Program Pembinaan

Individual), antara lain:

1.

Pendidikan: pelatihan akademispelatihan ketrampilan.



2. Program pembinaan: pengembangan kepercayaan diri, pengendalian
kemarahan, program rehabilitasi narkoba, terapi prilaku kognitif,
meningkatkan potensi positip para pemimpin muda, program keluarga,
dan lain-lain.

3. Kegiatan alternatif : pelatihan keterampilan hidup, olah raga, seni,
musik, kegiatan klub, dan laidain.

a.2.3 Pada Fase Pra Pembebasan:

1. Penilaian ulang : resiko mengulangi tindak pelanggaran.

2. Mengembangkan rencana pembinaan individual dengan “keluarga,
lembaga dan organisasierkait dengan kerja dan pendidikan.

3. Memperkuat ketahanan anakanak

4. Menugaskan seorang Pengelola kasussindividual untuk anakak

beresiko tinggi agar ditindaklanjuti secara ketat.

b. Diversi
Merupakan Tindakan khusus menggantikan® penuntutan pidana dengan
ketentuan yaitu:
1. Ancaman hukuman atas tindak pelanggaran tidak lebih dari 5 tahun penjara;
Mengakui penyesalannya atas pelanggaran yang dilakukan;
Dapat menjadi warga negara yang baik tanpa tuduhan apapun;

Mengembangkan rencana pembinaan individual; dan

o M wbn

Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pembinaan individual.

c. Unit Hak Asasi dan Perlindungan Kebebasan (UHAPK)

UHAPK dibentuk pada tanggal 3 Oktober 2002, di bawah Kementerian
Kehakiman. Misi UHAPK adalah meningkatkan dan melindungi hddak dan
kebebasan masyarakat berkaitan dengan UUD Kerajaan Thailand dan prinsip
prinsip HAM untuk peningkatan, perlindungan, dan penjaminan hakak dan

kebebasan masyarakat sesuai dengan standard internasional.



Dalam UHAPK terdapat Divisi Perlindungan Hak dan KebebasaniviBi
Kemajuan Konflik Manajemen, Divisi Pemajuan Hak dan Kebebasan, dan Kantor
Kompensasi bagi Korban Luka dan Terdakwa. Peningkatan hakk dan kebebasan
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan diseminasi pengetahuan
tentang hakhak dan kebebasan yangliatur dalam UUD dan pengetahuan hukum
dalam kehidupan seharihari, perlindungan terhadap hakhak sendiri, dan tidak
melanggar hakhak orang lain. Selain itu juga menciptakan kesadaran akan hak

hak, kebebasan dan kewajiban yang baik bagi warga negara.

d. Unit Probasi/Pidana Percobaan

Unit Probasi ini dipimpin oleh Direktur Jenderal dan kedudukannya berada
di Kementerian Kehakiman. Misi Unit Probasi ini adalah melakukan pengawasan
dan rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana dalam masyarakat, mempunyai
kewajiban program rehabilitasi bagi peeandu “narkoba, dan menyediakan
pelayanan dalam menjamin pelaku kembali’ kessmasyarakat. Selain itu juga
meningkatkan pelibatan keluarga, masyarakat, dan penyediaan jejaring dalam
menyediakan perlindungan, penanganan,’ dan rehalithsi bagi pelaku tindak
pidana. Pemberian pelayanan probasi'bukanlah tindakatindakan non-custodial

bagi pelanggar/pelaku tindak,pidana:

e. Community Justice,Centre(Yoocharean Vipavade Community)

Komunitas Keadilan yang ada dalam lingkungan masyarakat besman
membantu program pemerintah, dalam hal ini program yang dilaksanakan Ditjen
Probasi.»Program Komunitas Keadilan memfokuskan pada pencegahan terjadinya
tindak pidana atau kenakalan analanak lainnya dilingkungan masyarakatnya.
Dalam hal tertentu juga nelakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang
dilakukan oleh anakanak agar tidak dilanjutkan ke dalam proses peradilan dengan
cara keadilan restoratif. Adapun organisasi ini menangani masalahasalah sosial
antara lain dibidang Kesehatan, penanganan rkoba, memberantas demam

berdarah/kecoa, vaksinasi, Olah raga, Keamanan, pemasangan alat CCTV,



Restoratif Justiceke anakanak muda yang perlu pendanaan Kegiatan tersebut
diatas tanpa bantuan pemerintah melainkan sebagai upaya swadaya masyarakat.
Selain tu, sasaran dariCommunity Justice Centi@dalah Generasi anak yang belum

bekerja; Generasi orang yang bisa bekerja; Pensiunan.

f. Pusat Pengadilan Anak dan Keluarga ( The Central Juvenille and Family
Court of Thailand)

Misinya adalah Memberikan pengetahuan ah informasi™ kepada
masyarakat terkait pencegahan, rehabilitasi dan pengembangan, anak berserta
dengan keluarganya, dengan tujuan mengedepankan keutuhan keluarga dan
stabilitas masyarakat. Pusat Pengadilan Anak dan Keluarga merupakan salah satu
lembaga yangberada di bawah Kementerian Kehakiman Kerajaan Thailand.
Lembaga ini memberikan pelayanan untuk penanganan permasalahan anak dan
keluarga, melalui lembaga ini diharapkan Keluarga dan anak yang bermasalah dan
ditangani oleh lembaga ini dapat mengambil*hinah atas persoalan yang dihadapi
mereka. Dalam penanganan perkara, lembaga iniflebih mengedepankan negosiasi
untuk mencari kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai baru dimajukan ke
pengadilan.

Dalam penanganan perkara di lembaga ini dilakukan oleempat Hakim
yang bertugas yang. terdiri,dari dua hakim karir dan dua hakinadhocyang salah
satunya harus, wanita,hal’ ini dimaksudkan agar keberfihakan pada anak jauh
lebih besar.. Anakanak yang sedang ditangani oleh lembaga ini memperoleh
beberapa layananseperti: latihan keterampilan, bimbingan spiritual, kedisiplinan,
konseling », serta layanan kesehatan sementara orangtuanya diikutkan dalam
familly group support untuk memperdayakan orang tua dalam peningkatan
penghasilan maupun kemampuan untuk pengasulmanak. Selain itu Lembaga ini
juga memberikan kegiatankegiatan pencegahan agar anafinak tidak berkonflik
dengan hukum berupa penyuluhan sosial ke sekolatekolah setingkat SMP dan
SMA. Dalam penanganan setiap perkara lembaga ini melibatkan pekerja sgsia

psikolog maupun pengacara.



g. Kanchanaphisek Training School dan Sirindhorm Juvenille Vocational
Training Center

Kedua lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk
memberikan pelatihan keterampilan terhadap anakanak yang bermasalah deren
hukum yang telah mendapat penetapan putusan untuk di rehabilitasi, mereka yang
dapat ikut pelatihan di lembaga ini dipilih secara selektif dari setiap provinsi. Jenis
keterampilan yang diberikan terdiri dari pertukangan kayu, pengelasan, teknik
listrik, komputer dan pembubutan dengan beberapa tambahan bimbingan lain
seperti; Konseling, bimbingan agama, latihan kedisiplinan, dan olahraga; Semua
latihan yang diberikan bertujuan untuk memberikan bekal hidup setelah mereka
selesai mengikuti program rehabiliasi di lembaga tersebut.

Fokus pembinaan dari segi SDM direkrut di seluruh Thailand yang sekarang
berjumlah 200 orang. Pembinaan di lembaga tersebut antara lain Pertukangan,
Pelistrikan, AC, las, Instalasi, Bubut, Pertanian, Auto®mobil (mobil/motor). Anak
anak tersebut sebelum berakhir masa, hukuman = 2 tahun, kenyataannya
(alumninya) banyak di rekrut di perusahaamperusahaan besar di Thailand,
melalui jejaring. Sehingga masasasimilasi derhasil dan berdampak positif bagi para

narapidana. Pembangunan lembagai di'bantu oleh JICA/Jepang.

h. The Royal Police Thai(Kepolisian Kerajaan Thailand)

Dasar hukum dalam 'menjalankan tugas antara lain Pasal 52 UUD Kerajaan
Tahiland, UU Pengadilan Anak dan Keluarga serta yang mengatur anak dan
keluarga; UU Perlindungan Anlg UU Pencegahan dan Pengurangan Perdagangan
Manusias, UU Pengadilan Anak dan Keluarga serta yang mengatur anak dan
keluarga mengatur tentang usia pertanggungjawadn usia anak meliputi tiga
kategori: (1) Anak berumur dibawah 10 tahun; (2) Anak berumur diaas 10 tahun
sampai dengan 15 tahun; dan (3) Remaja berumur 15 tahun sampai dibawah 18
tahun.

Kepolisian Kerajaan Thailand dalam menangani perkara anak ditangani

oleh sub divisi anak dan perlindungan perempuan yang memiliki moto



Bekerjasama dengan masyarak untuk melindungi dan membuat masyarakat
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perlindungan perempuan memiliki tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap perkara anak, dan berwenang melakukan pengkapan dan
penahanan selama 24 jam.

Kewenangan penangkapan dilakukan dalam hal:

1. Anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana;

2. Ada surat perintah penangkapan dari pengadilan;

3. Anak memiliki perilaku yang diduga kuat akan mengulangi melakukan tindak

pidana;

B

Anak yang melarikan diri.

Prosedur penangkapan melalui tahapanis, Pemberitahuan alasan
penangkapan; Memberitahukan hakhak anak; Mempertunjukkan surat perintah
penangkapan; Menyerahkan kepada petugas, penyidik; Pemberitahuan kepada
orang tua; Dilakukanpemeriksaan awal; Meberitahukan dugaan yang dilakukan
oleh anak tersebut; Membawa ke Pengadilan untuk memeriksa sah tidaknya

penangkapan; Memberitahukan kepada DJOP.

Apabila anak, menyerahkan~diri, Petugas memberitahukan kepada anak
tentang tindak pidana yang dilangar; Melakukan pemeriksaan awal; Apabila anak
perlu dilakukan penahanan; maka membawa anak tersebut ke Pengadilan untuk
dimintakan surat,perintah penahanan; Polisi menginformasikan kepada Jaksa dan
petugasDJOP.

Polisi dalam menangani perkara mak melakukan koordinasi antara lain
dengan Pthak Kejaksaan, DJOP, Pengacara, Pekerja Soslah Psikolog.
Penangguhan penahanan dapat dilakukan apabila pihak keluarga anak dapat
Memperlihatkan kartu identitas, umur, kartu keluarga dan Menyerahkan jamina
kepada pengadilan. Dalam hal Kewenangan penahanan, Polisi hanya mempunyai
kewenangan penahanan selama 1x24 jam, selanjutnya kewenangan penahanan

berpindah ke Pengadilan selama 15 hari, yang bisa diperpanjang 15 hari. Untuk



ancaman hukuman 5 tahun sampaiengan 20 tahun dapat diperpanjang lagi 2 x 15
hari. Anak yang ditahan atas perintah pengadilan ditempatkan di DJOP.

Hak-hak yang diperoleh bagi anak yang di tahan antara lain memperoleh
makanan bergizi dan susu, mendapatkan perlakuan seperti dirumah, wa
memperoleh pendidikan seperti sekolah, menerima kunjungan dan berkomunikasi
dengan keluarganya, mendapat air bersih untuk minum secukupnya, mendapat
baju bersih, berada di lingkungan yang sehat, menerima pelayanan kesehatan
apabila sakit, dipersiapkan utuk dapat kembali kepada keluarga dan masyarakat,
untuk dapat hidup bahagia bersama keluarganya. Selain itu, anak tidak boleh
dihukum yang tidak sesuai dengan usia. Apabila anak berlakukan baik maka ia
akan dapat dikeluarkan lebih awal dari penahanannya tau dikurangi masa

penahanannya.

i. Kewenangan Diversi

Polisi diberi kewenangan untuk melakukan diversi apabila anak melakukan
tindak pidana yang ancamannya kurang dariv5 tahun dengan cara menyerahkan
anak kepada DJOP untuk dilakukan mediasi dengan pikplhak terkait (orang tua
pelaku, korban, pengacara, pekerja sasial). Apabila diversi berhasil maka perkara
dinyatakan selesai tanpa adanya penetapan pengadilan selanjutnya dilaporkan
kepada pihak kejaksaan. Dengan kesepakatan mediasi anak dapat dikembalikan
kepada orang tua atau, dititipkan kepada DJOP.

Apabila“diversi /tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilajutkan
prosesnya ke pengadilan. Pemeriksaan perkara anak akan dinyatakan batal demi
hukum* apabila penyidik tidak melakukan perekamaan proses penyikian.
Penanganan perkara anak usia kurang dari 10 tahun, polisi memberitahukan
kepada pihakpihak terkait seperti orang tua, wali, lembaga perlindungan anak.
Kemudian pihakpihak terkait melakukan musyawarah untuk menentukan
tindakan apa yang diberikan kejpda anak tersebut. Apabila anak yang tidak
memiliki orang tua, DJOP akan melaporkan kepada Gubernur agar Hakk dasar

kesejahteraan anak dapat dipenuhi. Pihak kepolisian tidak memiliki penyidik



khusus anak. Penunjukan penyidik anak sangat tergantung kege kebijakan

pimpinan, dan penyidik perkara anak tidak harus memiliki persyaratan khusus.

j.  Yayasan untuk Kehidupan yg lebih Baik bagi anak/ Foundation for the
Better life of Children

FBLC merupakan suatu yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang
pendiriannya telah dilakukan pada tahun 1988 dan diprakarsaiyoleh seorang
senator (ex anggota dewan perwakilan daerah setempat). Pendirian FBLC
utamanya dimaksudkan untuk membantu dan melindungipanafanak di Thailand
yang selama ini kurang beruntung. Penyebab kekurabgruntungan mereka
sangatlah bervariasi, di antaranya adalah karena sebagian besar‘dirantara mereka:
1. merupakan korban perkosaan, kebodohan, perbudakan, prestitusi anak;

2. berasal dari kalangan/kaum miskin, gelandangan; kecanduan obat dan
narkotik; dan/atau

3. kurang terpenuhi hak dasar (untuk dapat hiduprsecara layak) dalam berbagai
masalah yang sangat bervariasi, baik untuk memperoleh makanan dan air
bersih, sandang, papan, maupun,pendidikanyang cukup.

Keanggotaan dari yayasan/lembaga ini dapat berupa group kate atau
orang yang tidak hanyamemiliki perhatian tetapi juga pengalaman yang memadai
dalam menangani anakanak di Thailand yang berasal/berada di daerah kumuh
atau di bedeng pekerja di. daerah terpencil; menderita karena ditelantarkan oleh
orang tua mereka.

Motto dari yayasan adalahnovatif dan proaktif. Tujuannya adalah:

1. Mendukung dan ,meningkatkan pelindungan terhadap hakak anak sesuai
dengan'DUHAM khususnya yang terkait dengan hak anak;

2. Membantu anakanak yang kurang beruntung dan kurang diperhatikaragar
mereka dapat tumbuh deman baik, baik dalam hal/aspek isik, mental,

intelektual, emosional, dan sosial;






